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Tentang PEKKA

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, Women-Headed Family Empowerment) adalah sebuah organisasi asal
Indonesia yang bekerja di akar rumput yang menjalankan visi pemberdayaan dan partisipasi perempuan untuk perubahan sosial.
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solusi atas masalah-masalah ketidaksetaraan dan kekerasan. Organisasi ini bekerjasama dengan organisasi dan perempuan di
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Tentang Kertas Kerja

Kertas Kerja ini dikembangkan dari sebuah studi kasus yang ditulis pada tahun 2015 oleh Nani Zulminarni dan Valerie
Miller untuk sebuah workshop monitoring kebijakan masyarakat dan strategi advokasi (Zulminarni dan Miller, 2015).
Bertolak dari hal itulah, para peneliti dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Just Associates (JASS)
dan Accountability Research Center (ARC) melakukan kerjasama untuk memperdalam dan memperbarui isi materi
guna berbagi pengalaman PEKKA kepada khalayak yang lebih luas, mulai dari akademisi hingga praktisi bidang
akuntabilitas sosial. Dalam melakukannya, mereka melibatkan sejumlah narasumber, termasuk transkrip pembicaraan
dengan Nani Zulminarni sebagai penulis utama.

Tentang Para Penulis

Nani Zulminarni adalah Pendiri dan Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Spesialis
pembangunan dan jender asal Indonesia ini memegang gelar master bidang sosiologi, Nani telah memiliki
pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai penggiat pendidikan populer, feminis dan aktivis yang bekerja untuk
pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial perempuan. Saat ini ia juga menduduki jabatan sebagai Presiden the Asia
South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) dan pendiri sekaligus penasehat dari Just Associates
Southeast Asia. Informasi lebih jauh tentang Nani, lihat: https://justassociates.org/en/bio/nani-zulminarni.

Valerie Miller telah bekerja di bidang advokasi, pembangunan internasional, jender, dan hak asasi manusia lebih
dari 35 tahun. la bekerjasama dengan organisasi akar rumput, gerakan sosial, organisasi non-pemerintah (NGO) dan
agensi internasional sebagai organisator, advokat, penggiat pendidikan populer, evaluator dan peneliti. Lebih jauh
tentang Valerie, lihat: https://justassociates.org/en/bio/valerie-miller.

Alexa Bradley telah bekerja sebagai organisator, fasilitator, ahli strategi organisasi dan penggiat pendidikan
populer lebih dari 25 tahun, khususnya fokus dalam mengaitkan pengorganisasian masyarakat dengan strategi-
strategi gerakan sosial yang lebih luas. Sebagai Knowledge Development Coordinator di JASS, ia membantu
organisasi dalam menerima dan mendalami pelajaran dari kerja internal organisasi dan berbagi pandangan-
pandangan dari praktik yang dilakukannya khalayak aktivis global yang lebih luas. Lebih lanjut tentang Alexa, lihat:
https://justassociates.org/en/bio/alexa-bradley.

Angela Bailey bergabung di ARC pada Agustus 2016 setelah satu dekade sebelumnya bekerja dalam perancangan
dan pelaksanaan program pada sejumlah NGO internasional. Sebelumnya, Angela adalah Direktur pada sebuah
program akuntabilitas bidang kesehatan di Uganda. la menyelesaikan program master di Columbia University School
of International and Public Affairs (SIPA).

Jonathan Fox adalah seorang profesor pada the School of International Service di American University dan Direktur
dari ARC. Beberapa buku karyanya termasuk Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico (Oxford 2007) dan
Mexico's Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives (co-editor, Fundar/Wilson Center 2007). la berkolaborasi
dengan sejumlah kelompok kepentingan publik berskala luas, organisasi-organisasi internasional dan pengambil
kebijakan, serta saat ini menjadi anggota boards of directors of Fundar (Mexico) dan the Bank Information Center
(Washington DC). Beberapa publikasi online nya bisa ditemukan di http://jonathan-fox.org/.

Membangun Gerakan Untuk Akuntabilitas: Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia


https://justassociates.org/en/bio/nani-zulminarni
https://justassociates.org/en/bio/valerie-miller
https://justassociates.org/en/bio/alexa-bradley
http://jonathan-fox.org/

Ringkasan
Membangun Gerakan Untuk Akuntabilitas:
Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah organisasi asal Indonesia yang bekerja di akar rumput yang
menjalankan visi pemberdayaan dan partisipasi perempuan untuk perubahan sosial. Sejak tahun 2001, PEKKA telah
menyoal eksklusi sosial yang mengakar di masyarakat melalui pendidikan populer, pengembangan kepemimpinan
yang intensif dan akuntabilitas sosial serta advokasi kebijakan. Ribuan perempuan marjinal telah melawan stigma
dan terlibat dalam ruang publik dengan ikut serta dalam kehidupan politik dan aksi bersama yang berkelanjutan.
Penekanan pada suara akar rumput yang mandiri ini mulai diwujudkan dengan pembentukan 2.559 koperasi tingkat
desa dan seterusnya meningkat hingga ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional (PEKKA, 2017).

Kombinasi kegiatan advokasi nasional PEKKA dengan pengorganisasian akar rumput dan kekuatan penyeimbang
telah mempengaruhi program sosial tingkat nasional dan memperluas akses perempuan terhadap sistem hukum.
Meningkatnya akses terhadap sejumlah lembaga pengadilan memungkinan perempuan untuk memperoleh
dokumen hukum dari status kewarganegaraan mereka. Hal ini menjadikan perempuan dapat meresmikan sebuah
pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan hukum Islam dan mencatatkan kasus perceraian yang memungkinkan
mereka untuk diakui sebagai kepala keluarga. Pengalaman dalam memperoleh dokumen hukum dapat membangun
pengetahuan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mendapatkan akte kelahiran untuk anak-anak
mereka, sehingga menjamin kesempatan dan akses terhadap layanan-layanan sosial, termasuk pendidikan, bagi
generasi berikutnya.

PEKKA terlibat dalam membangun kemitraan lintas sektor dengan pemerintah lokal, otoritas keagamaan, pengambil
kebijakan nasional dan lembaga pembangunan internasional. Hal ini menciptakan kesempatan dan legitimasi secara
politik yang dibutuhkan untuk mengarahkan budaya yang kompleks dan dinamika politik serta melawan kekuatan
yang menentang akuntabilitas dan pelibatan sosial.

Anggota komunitas PEKKA mengangkat isu tentang akuntabilitas sosial, akses pemantauan terhadap layanan-
layanan sosial dan penyelesaian berbagai masalah melalui kerjasama dengan para pemegang otoritas-meskipun tidak
menggunakan istilah tersebut. Apa yang membuat pendekatan yang dilakukan PEKKA terhadap akuntabilitas sosial
menjadi pembeda adalah penekanan mereka dalam membangun dasar sebuah basis sosial yang luas dan mandiri
untuk mengangkat pendapat perempuan akar rumput, dikombinasikan dengan pendekatan berbagai level dalam
advokasi. PEKKA begitu mempertimbangkan hal ini dengan melibatkan para pemegang otoritas mulai dari tingkat
desa, nasional dan internasional.

Upaya panjang PEKKA untuk membangun sebuah basis organisasi yang luas dengan lebih dari 31.447 anggota telah
memunculkan konsep ulang dan baru dari bahasa, analisis dan ide-ide strategis dalam hal transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas (TPA).

Pelajaran utama dari strategi-strategi akuntabilitas dari PEKKA, adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan dasar kelembagaan dan sebab budaya dari eksklusi sosial untuk menciptakan ruang dan

kepercayaan diri yang dibutuhkan bagi perempuan guna menyuarakan pendapat mereka dan melakukan
aksi bersama.
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2. Memanfaatkan pemberdayaan ekonomi untuk membangun fondasi sosial guna mewujudkan suara yang
mandiri dan keterlibatan dalam kewarganegaraan.

Membangun kekuatan penyeimbang melalui aksi strategis dalam meningkatkan suara anggota, keterampilan
kepemimpinan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kegiatan.

4. Menghadirkan sejumlah bukti kepada khalayak yang lebih luas guna memajukan strategi-strategi advokasi dan
dampak maksimalnya.

Membina aliansi dan hubungan di luar maupun di dalam pemerintahan pada berbagai level untuk memperluas
dampak dan perlawanan terhadap penentangnya.

Forum Nasional PEKKA. Sumber: PEKKA
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|. Pendahuluan

emberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

adalah organisasi dari Indonesia yang menggu-

nakan strategi-strategi pengembangan gerakan
untuk membangun kekuatan dan pendapat mereka
melalui partisipasi dalam kehidupan dan masyarakat
sekitar mereka. PEKKA bekerja di akar rumput dengan
visi kekuatan bersama perempuan dan partisipasi dalam
perubahan sosial. PEKKA menumbuhkan peran kritis,
aktif dari anggota yang terorganisasi sebagai peng-
giat advokasi bagi pemerintahan yang akuntabel dan
responsif. Ini lebih dari sekadar mengorganisasi perem-
puan marjinal sebagai “pengguna dan pemilih” dari lay-
anan (Cornwall and Gaventa, 2001), namun mendorong
pelibatan perempuan sebagai pemimpin sehingga
mereka mampu mempengaruhi keputusan-keputusan
dan kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak
pada kehidupan mereka. Beragam segi dan pendeka-
tan jangka panjang PEKKA berfokus pada pengkonsoli-
dasian sebuah basis sosial yang luas melalui koperasi,
melahirkan pemimpin akar rumput yang intensif dan
membangun aliansi berbagai sektor untuk mendorong
pemerintah yang responsif di berbagai level.

A dor
Jidaksana

e b W By

Sumber: PEKKA
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Serikat PEKKA di Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, mengadakan pawai untuk memperkenalkan program dan kegiatan PEKKA di desa.

@
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Seperti disampaikan pada analisis kekuatan feminis,
pendekatan membangun gerakan PEKKA membawa
pandangan yang berharga bagi bidang TPA tingkat glob-
al, di mana lembaga-lembaga internasional sering kali
berfokus pada intervensi proyek terbatas dan berpijak
pada aktivitas yang “light touch”. Hal ini berbeda dengan
gerakan jangka panjang yang dipimpin oleh masyarakat
dan berbasis sosial untuk pemerintahan yang akuntabel
yang direspresentasikan di dalam agenda global TPA dan
praktik dalam masyarakat. Berbagai strategi dari PEKKA
memasukkan akuntabilitas sosial ke dalam agenda un-
tuk perubahan yang integratif- meskipun tidak menye-
but dengan istilah tersebut. Seperti halnya dengan se-
jumlah organisasi yang menyokong akuntabilitas sosial,
PEKKA menekankan pada pelibatan kerjasama dengan
pemerintah untuk memantau layanan publik dan akses
terhadap sistem hukum. Namun demikian, Pendekatan
PEKKA dalam akuntabilitas sosial berkembang di luar
upaya penyelesaikan masalah yang bersifat lokal dengan
membangun sebuah basis sosial yang luas sebagai dasar
bagi suara perempuan dan juga advokasi kebijakan yang
berkelanjutan pada tingkat nasional, guna mendorong
reformasi kelembagaan yang dibutuhkan untuk menun-
jukkan penyebab utama dari eksklusi sosial.




Belajar dari pengalaman PEKKA selama 17 tahun dalam
membangun organisasi basis yang luas (saat ini berang-
gotakan 31.447 orang) yang menawarkan ide strategis,
analisis dan konsep ulang yang baru. PEKKA menggu-
gat masalah eksklusi sosial yang mengakar di masyara-
kat melalui pendidikan populer dan pengembangan
kepempinan yang intensif, yang memungkinkan bagi
ribuan perempuan marjinal untuk melawan stigma dan
melibatkan diri pada kehidupan politik dan aksi ber-
sama yang berkelanjutan di ruang publik." Penekanan
dalam hal ini adalah pada suara akar rumput yang
mandiri di 2.559 koperasi tingkat desa dan telah dit-
ingkatkan hingga tingkat kabupaten, provinsi dan na-
sional (PEKKA, 2017). Dengan mengedepankan nuansa
budaya, PEKKA menggandeng pemerintah lokal dan
otoritas agama Islam untuk menciptakan ruang politik
yang dibutuhkan untuk berjuang bersama menghadapi
para penentang akuntabilitas publik dan inklusi sosial
perempuan. Keberhasilan berlapis dari PEKKA- peruba-
han dalam praktik dan agenda kebijakan dalam lingkup
berbeda dari pemerintah lokal hingga nasional- memas-
tikan kombinasi yang efektif dari strategi perubahan
yang saling menguatkan. Termasuk dalam hal ini adalah
pengorganisasian masyarakat basis, pelatihan intensif
kepemimpinan, media komunitas, membangun aliansi
dan didukung oleh penelitian partisipatif dan advokasi
berbasis bukti yang didasarkan pada kekuatan analisis.

PEKKA juga telah menyusun prioritas strategi pember-
dayaan hukum, ikut serta dalam gerakan global yang
menjalankan komunitas paralegal untuk memperluas
akses terhadap keadilan.? Beberapa keberhasilan PEKKA

dalam isu perempuan dan anak adalah termasuk mem-
perluas akses terhadap sistem pengadilan Indonesia
yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan do-
kumen hukum yang sangat penting seperti pernikahan,
perceraian dan akte kelahiran. Didasarkan pada peneli-
tian dan kolaborasi jangka panjang dengan Pengadilan
Agama Indonesia, Mahkamah Agung Indonesia dan
Family Court Australia, program paralegal PEKKA telah
memberikan bantuan dan informasi hukum kepada
125.000 orang di 20 provinsi sejak tahun 2010 dan juga
mendukung efektifitas pelaksanaan dari sistem sidang
keliling yang berskala luas dan terintegrasi dari pemer-
intah (Sumner dan Nani Zulminarni, 2017, 2018). Kegiatan
ini telah membantu untuk mempercepat status hukum
dan hak untuk mengidentifikasi keluarga perempuan
kepala keluarga, meningkatkan akses terhadap sistem
pengadilan keluarga sekaligus program anti kemiskinan
dari pemerintah. PEKKA juga memberikan perempuan
kesempatan dan keterampilan untuk memperoleh
kedudukan sosial dan berpartisipasi dalam pengang-
garan dan perencanaan pengembangan masyarakat—
sebuah cara kritis untuk mendorong pemerintah lokal
agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan
marjinal dan keluarganya.?

Sebagian besar perkembangan kegiatan PEKKA yang di-
luncurkan pada tahun 2015, termasuk pengembangan
sebuah pusat pelatihan kepemimpinan yang disebut
dengan Akademi Paradigta. Program intensif selama
12 bulan ini telah melatih lebih dari 2.500 perempuan,
meningkatkan pengembangan kepemimpinan ke skala
yang lebih tinggi.

Kehadiran PEKKA di seluruh Indonesia
PEKKA saat ini aktif di wilayah yang digambarkan berwarna ungu pada peta Indonesia berikut ini.

Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD)

S
-

Utara
(sumur)

Q
Sumatra Barat Ry
(SUMBAR)

R o

Jakarta

Kalimantan Selatan

Sumatra Selatan (KALSEL)

(SUMSEL) - Jawa Tengah

(JATENG)
Banten
Jawa Barat Vogyckor?oJ ‘
Q

(JABAR) wa Timur

Sumber: PEKKA

Sulawesi Baral
(SULBAR)

™ *
(% o S
[ @ _—
o £
Sulawesi Tenggara
(SULTRA)
Sulawesi Selatan é)
(SULSEL)
Nusa Tenggara
Timur (NTT) = ° ﬂ

Bali
Nusa Tenggara ‘

Barat (N1B)

v

?

Sulawesi Utara ‘

Maluku Utara
(MALUT)

L

Membangun Gerakan Untuk Akuntabilitas: Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia



Il. Kehadiran PEKKA dalam Konteks Sosial

1. Perempuan Kepala Keluarga di
Indonesia

egiatan PEKKA dimulai pada tahun 2001, sebagai

proyek Komisi Nasional Perempuan (Proyek Janda),

yang dimaksudkan untuk melakukan pendoku-
mentasian kehidupan janda di wilayah konflik di Aceh.
Dalam proyek janda ini, pendiri PEKKA Nani Zulminarni
memandang suatu potensi yang lebih dan menyusun
kembali proyek tersebut menjadi sebuah strategi kom-
prehensif dan berkelanjutan untuk perubahan. Lebih
penting lagi, Nani mengubah nama proyek menjadi
PEKKA; yang berarti Pemberdayaan Perempuan Kepala
Keluarga, kata yang juga merupakan singkatan dari
“perempuan kepala keluarga” Sejak undang-undang
perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa kepala ke-
luarga adalah laki-laki dan tidak mengenal perempuan
dalam kapasitas ini, penamaan organisasi ini mengirim
sebuah pesan politik.

Tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia mem-
perkirakan bahwa dari 65 juta rumah tangga di
Indonesia, 14 persen di antaranya dikepalai oleh perem-
puan (Sumner 2010; 2011). Definisi kepala keluarga yang
digunakan oleh BPS secara potensial memungkinan
dua orang yang berbeda dapat untuk dipertimbang-
kan sebagai seorang kepala keluarga: (i) seseorang
yang yang sebenarnya bertanggungjawab memenuhi
kebutuhan sehari-hari dari rumah tangga atau (ii)
seseorang yang bisa dipertimbangkan menjadi kepala
keluarga. Definisi tersebut membingungkan, mengin-
gat hanya satu nama yang bisa dicatatkan sebagai ke-
pala keluarga melalui proses survey nasional BPS. Oleh
karenanya, kemungkinan bahwa terdapat kesalahan
dalam melakukan estimasi jumlah perempuan kepala
keluarga di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada peren-
canaan dan implementasi kebijakan yang mendukung
program pengurangan kemiskinan di Indonesia yang
semestinya menargetkan perempuan kepala keluarga
dan keluarga mereka.

Perempuan yang memimpin rumah tangga, secara
umum didasarkan pada bahasa istilah janda- sebuah
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istilah meremehkan dan negatif merujuk perempuan
janda, ditelantarkan atau bercerai. Di Indonesia, kekua-
saan sistem keyakinan, hukum, pejalaran agama dan
hirarki dan kelas sosial mengarah kepada stigmatisasi
dan eksklusi sosial dari janda. Kebanyakan perempuan
tanpa suami yang dianggap sebagai sesuatu yang aib
atau melanggar norma keluarga yang berlaku- khusus-
nya bagi para perempuan yang bercerai atau memiliki
anak di luar pernikahan, tidak pernah menikah, ditelan-
tarkan atau menderita kekerasan. Mereka jarang diun-
dang dalam kegiatan sosial, membiarkannya sendirian
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tengah
masyarakat. Dalam upaya untuk mendukung diri mer-
eka sendiri dan anak-anaknya, mereka bekerja mulai
pagi hingga malam, yang membuat mereka sulit untuk
berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial atau
kehidupan sosial, di mana informasi utama disebarluas-
kan dan membangun satu tempat di tengah masyara-
kat. Akibatnya, sejumlah perempuan kehilangan akses
untuk mengembangkan ide dan sumberdaya. Laki-laki
dengan mudah menghakimi mereka sebagai “gampan-
gan’, perempuan kesepian, sementara perempuan yang
lain mencurigai mereka berpotensi akan mengganggu
suami-suami mereka. Mereka harus menjaga perilaku
mereka dengan sangat hati-hati, yang akan memperbu-
ruk rasa kesepian dan keterasingan mereka. Sebagian
besar dari mereka tidak mengakui hal ini, karena mer-
eka diminta untuk menyangkal atau menyembunyikan
perasaan mereka. Untuk Nani Zulminarni, menjadi
lebih jelas bahwa status perkawinan dan juga golon-
gan memainkan sebuah bagian penting dalam beban
yang ditanggung oleh perempuan miskin Indonesia.
Menyebut mereka sebagai perempuan kepala keluarga
yang disingkat dengan pekka adalah sebuah cara para
perempuan tersebut untuk mengklaim sebuah identitas
kelompok baru sebagai tanggungjawab dan kontribusi
sebagai anggota masayarakat, menolak status rendahan
yang diberikan kepada mereka dengan label janda.

Pola-pola budaya dari eksklusi sosial diperkuat oleh
bagaimana sistem hukum dan lembaga pemerintah
memperlakukan perempuan tanpa suami (dan anak-
anak mereka), yang seringkali mensyaratkan mereka



Forum Wilayah Serikat Pekka di Kalimantan Barat tahun 2004, anggota Serikat Pekka bertemu untuk memperkuat gerakan perempuan kepala
keluarga. Sumber: PEKKA

untuk memiliki surat nikah. Survey terhadap anggota
PEKKA telah menunjukkan bahwa kurang dari seten-
gahnya berada dalam status pernikahan yang legal
(Sumner, 2011). Anak dari orangtua yang tidak memi-
liki pernikahan tercatat menghadapi kesulitan untuk
memperoleh akta kelahiran, yang nama dari ayah dan
ibunya harus dituliskan pada akta tersebut (Sumner
dan Zulminarni, 2018) dan ketiadaan akte kelahiran ini
pada gilirannya membatasi akses terhadap pendidikan
formal dan identitas sebagai warganegara. Perempuan
kepala keluarga juga memiliki masalah dalam mengak-
ses bantuan pemerintah seperti skema bantuan uang
tunai, subsidi beras dan program pengobatan kesehat-
an gratis. (Sumner 2011).#

2. Teori Perubahan PEKKA

Sejak memulai kegiatannnya di Aceh, Pekka telah meng-
organisasi lebih dari 31.400 anggota perempuan janda,
bercerai, sendiri, terlantar ke dalam lebih dari 2.559 kop-
erasi simpan pinjam berbasis masyarakat desa di 20 dari
34 provinsi di Indonesia. (lihat boks 1) dan juga 56.325
penerima manfaat (PEKKA 2017).° Mengingat para pegiat
PEKKA adalah feminis yang bekerja dalam sebuah kon-
teks masyarakat Islam yang besar, strategi perubahan

bergantung pada norma-norma sosial yang konservatif-
yang pada saat yang sama juga melakukan renegosiasi
dengan mereka.

Berawal dari langkah pertama dalam membentuk sejum-
lah koperasi di tingkat desa, PEKKA memilih untuk ber-
hati-hati dalam membangun kepemimpinan, kapasitas
dan kepercayaan diri para perempuan. Untuk melawan
efek antigerakan dari kekuatan tak terlihat dari budaya,
norma sosial, bias dan keyakinan keagamaan yang domi-
nan, para penggiat PEKKA menggunakan pendidikan
feminis populer yang pastisipatif untuk memunculkan
kepedulian kritis perempuan, menyingkirkan “kewaja-
ran” dari eksklusi sosial dan stigmatisasi terhadap mereka
sebagai landasan untuk membangun sebuah gerakan.
PEKKA membentuk ruang pembelajaran dan komuni-
tas yang aman dan kreatif sebagai bagian dari proses
pengembangan koperasi, bekerjasama dengan sesama
perempuan untuk berbagi cerita dan mimpi, menemu-
kan kesamaan perjuangan dengan perempuan lainnya,
menggali pertanyaan kritis dan dinamika kekuasaan dan-
lebih dari itu-mengambil langkah aksi mereka sendiri.
Pendidikan feminis populer membangun kekuatan-baik
personal dan bersama- dari dalam ke luar, yang pada saat
yang sama membangun pengalaman dan kemampuan
praktis mereka (lihat Lampiran 1).
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PEKKA dalam Angka Laporan restropektif 10 tahun PEKKA menggarisbawahi
bahwa masalah dan isu yang dihadapi perempuan kepala

Tahun dimulai: 2001 keluarga pada dasarnya melawan dinamika kekuasaan
yang mendominasi kehidupan mereka dalam tiga di-
mensi berbeda: kekuasaan formal, informal dan tak ter-
lihat, termasuk sistem keyakinan (kekuasaan tak terlihat).
Pemberdayaan perempuan kepala keluarga dimaksudkan
untuk memperluas kapasitas individual dan kelompok
mereka guna mempengaruhi dimensi-dimensi tersebut
dan juga memberikan kemampuan atas keadaan ekono-

Pembentukan Koperasi: 2,559°

Anggota Koperasi Perempuan: 31,447°

Jumlah Paralegal yang dilatih: 2,700?

Jumlah Paralegal yang Aktif: 1,350°

Jumlah Kasus yang ditangani paralegal: 125,000°
Provinsi yang Aktif: 20°

;Sumber : ) ) mi, kesetaraan dan keadilan (PEKKA, 2017). Kegiatan yang
Sumner and Zulminarni 2017 dilakukan tersebut tumbuh dari teori perubahan seperti
b PEKKA 2017

yang digambarkan pada gambar 2. Kerangka lebih detil
dari PEKKA dapat ditemukan di Lampiran 2.

Teori Perubahan PEKKA

Nilai dan Keyakinan
(Kekuatan tak Terlihat)

Kontrol terhadap
Peru_l?ahan Sumberdaya dan
Kebijakan Pengambilan
Keputusan

Internalisasi
Nilai-Nilai Baru

Perubahan
Perilaku

Perubahan
Cara Pandang

Struktur Formal
(Kekuatan Terlihat)

Struktur Informal
(Kekuatan tersembunyi) Komunitas PEKKA

Sumber: PEKKA 2012
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lll. Membangun Kekuatan Warga Penyeimbang

@,

untuk Perubahan Sosial dan Akuntabilitas Publik

ejak awal, pendekatan PEKKA pada perubahan

sosial dan pemberdayaan perempuan dipusatkan

pada pembentukan koperasi simpan pinjam dan
tabungan mikro. Dimulai dengan kebutuhan perem-
puan untuk bertahan dari tekanan ekonomi, PEKKA
membantu memberikan sebuah kritik dasar dari kesta-
bilan ekonomi dan keterkaitan masyarakat, yang vital
untuk pengorganisasian. Perempuan anggota koperasi
mengumpulkan sejumlah uang yang tumbuh seiring
waktu dan dari dana itulah mereka dapat meminjamnya
untuk keperluan yang telah disepakati. PEKKA juga me-
miliki dana bergulir yang disediakan pada saat simpan-
an koperasi mencapai jumlah tertentu. Secara simultan,
kegiatan PEKKA untuk mengkatalisasi dan memperkuat

keterampilan anggota koperasi simpan pinjam dalam
kepemimpinan, berpikir kritis, kemampuan organisasi
dan partisipasi politik. Koperasi tersebut membantu
mengembangkan budaya dan praktik dari pengemban-
gan masyarakat (solidaritas), pengambilan keputusan
yang demokratis dan partisipasi dalam masalah hukum,
membantu perempuan untuk menjadi pemimpin yang
percaya diri dan terlibat bersama pemegang otoritas
untuk mengadvokasi perubahan. Penelitian partisi-
patif, program pelatihan kepemimpinan dan program
paralegal memberikan kontribusi bagi pemberdayaan
kewarganegaraan dan strategi advokasi yang cerdas di-
dasarkan pada keberpihakan terhadap perempuan.

7

\_

(/Vleskipun terdapat hambatan dan kemunduran, visi kami terbukti hari ini—memperkuat kesempatan ekonomi\
dan solidaritas perempuan adalah sebuah jalan untuk meningkatkan kehidupan mereka dan kapasitas untuk
melakukan tindakan, sebuah cara untuk meningkatkan partisipasi politik mereka pada masyarakat , sebagai
warga yang semangat, peduli, cerdas dan memiliki sensitifitas tinggi, berkemampuan untuk mengarahkan lika-
liku kekuasaan yang membentuk keadaan mereka. Sejak awal, kita telah memutuskan pilihan strategis untuk
menggunakan pemberdayaan ekonomi sebagai pintu masuk dan yakin sepenuhnya hal ini akan mengarah
kepada kehidupan perempuan dan keluarganya yang lebih baik.

Zulminarni (ZOIZU
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IV. Kekuasaan dan Pendekatan

@
|

Membangun Gerakan Feminis

atu dari sekian elemen penting dari pendekatan

PEKKA adalah kerangka analisis kekuasaan (lihat

Lampiran 1), yang menopang strategi dan peng-
organisasian gerakan dan kerja-kerja advokasi. Sebuah
pendekatan yang berbasis pemahaman atas kekuasaan
dan bagaimana mengembangkannya secara efektif
oleh perempuan marjinal.®

1. Membangun Kekuatan Penyeimbang

Pendekatan membangun gerakan feminis memberi-
kan pencerahan pada satu dari pandangan penting
yang muncul dari penelitian terkini TPA: kebutuhan
untuk membangun kekuatan penyeimbang guna men-
dorong dan mempertahankan pemerintahan yang
responsif dan melawan kekuatan anti akuntabilitas.”
Pengembangan kekuatan PEKKA berasal dari jaringan
koperasi yang terorganisir dengan baik dan legitimasi
serta kredibilitas yang dibangun melalui kerjasama ma-
syarakat dan aliansi strategis dengan aparatur pemerin-
tah pada setiap level pemerintahan.

Kerja-kerja PEKKA dengan perempuan marjinal diben-
tuk oleh pemahaman yang mendalam tentang berb-
agai cara kekuasaan berpengaruh untuk membungkam
dan mengucilkan perempuan. Untuk menciptakan dan
mempertahankan kekuatan penyeimbang bagi akunt-
abilitas jangka panjang, aksi bersama yang luas dibu-
tuhkan baik pada tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional. Banyak strategi dan intervensi pembangunan
manakala mempertimbangkan kekuasaan, umumnya
fokus pada bentuk-bentuk formal atau yang lebih ban-
yak terlihat - hukum, kebijakan, pengadilan, akses ter-
hadap pinjaman dan proses pemilihan. Namun para
pelaku yang handal seringkali bermain di belakang layar
menggunakan “kekuasaan tak terlihat dan tersembunyi”
untuk mempengaruhi politik dan suara oposisi yang
diam seperti, perempuan, kelompok lokal dan masyara-
kat miskin. Ideologi, norma sosial dan sistem keyakinan
berperan sebagai sebuah “kekuatan tak terlihat’, mem-
bentuk pola pikir sebagai cara untuk meminggirkan
dan mengkambinghitamkan seseorang dengan basis
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identitas, gender, status, ras dan etnis. Kekuatan dari
perilaku budaya-baik pasif maupun melalui manipulasi
aktif- kerap melemahkan masyarakat dari upaya men-
gadvokasi mereka sendiri, sehingga mereka menerima
atau menarik diri terhadap ketidakadilan yang mereka
terima dalam kehidupannya. Kekuatan tak terlihat juga
merusak hukum dan kebijakan publik ketika mengha-
dapi status quo. Analisis PEKKA tentang kekuatan dari
dimensi-dimensi multilevel tersebut menerangkan
strategi jangka panjang dan berlapis untuk memban-
gun dan mempertahankan kekuataan penyeimbang
(VeneKlasen dan Miller, 2002).

Strategi membangun gerakan PEKKA dirancang untuk
menyoal dinamika kekuatan beragam tersebut dengan
mengembangkan jaringan aktif dan terorganisir dari
aliansi dan pemimpin perempuan yang berfungsi seb-
agai kekuatan penyeimbang. Dalam prosesnya, PEKKA
telah menyusun strategi kreatif dan cermat yang me-
mungkinkan anggotanya untuk mengarahkan dan
mendorong kekuataan pada berbagai level-dari desa
hingga jajaran kementerian nasional. Strategi-strategi
tersebut mencakup hal di bawah ini:

+ Membangun kemandirian ekonomi para anggot-
anya, memberikan sebuah pijakan kepercayaan
dan rasa aman yang mendorong inklusi sosial dan
partisipasi warga.

+ Mengembangkan kapasitas organisasi dari para
anggota - termasuk kemampuan penelitian, analisa
dan kepemimpinan - sebagai sebuah suara kolektif
yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan
mereka.

+ Memastikan terciptanya rasa kebersamaan dan
solidaritas di antara anggota, menekankan saling
peduli dan komitmen berbagi visi untuk peningka-
tan kehidupan mereka.

«  Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian
untuk mendokumentasikan dan memperoleh pen-
gakuan atas perempuan kepala keluarga dalam
data statistik — menjadi dasar penting untuk mem-
perluas akses terhadap layanan.



+ Memperoleh legitimasi dan kekuatan melalui jali-
nan aliansi strategis di dalam dan di luar pemerin-
tahan serta di dalam sistem pengadilan Indonesia,
yang memungkinkan lembaga untuk meningkat-
kan kemampuan memberikan solusi terhadap ke-
bijakan sistem pengadilan formal dan rekomendasi
anggaran yang membantu para anggotanya.

+  Menentang narasi sosial dan keagamaan yang
merendahkan perempuan dengan mendorong
kepedulian kritis dan menggandeng mitra utama
(lihat Boks 2) dan membangun komunikasi dengan
pesan-pesan alternatif.

2. Reaksi

Seperti yang telah diduga, kesuksesan PEKKA telah
memancing reaksi dan resistensi dari pelaku kepentin-
gan yang kuat seperti, rentenir, fundamentalis agama
dan para pelaku di masyarakat sipil dan pemerintah
yang memandang kerja-kerja PEKKA sebagai ancaman.
Beberapa di antaranya mencoba untuk mendiskredit-
kan PEKKA dan anggotanya, menyebutnya sebagai
pembuat masalah, pelacur atau bahkan teroris dan
menebarkan isu bahwa kerja-kerja tersebut bersifat
kepentingan pribadi, mencemarkan agama atau me-
mandang sebagai persoalan pribadi yang tidak layak
dipertimbangkan secara publik. Kemampuan PEKKA
untuk melibatkan keanggotaan yang besar dan luas
dan menggandeng para pendukung yang mempunyai
kekuatan selama bertahun-tahun adalah sangat pent-
ing dalam mendorong daya kritis.

Dibanding mengambil risiko untuk berlawanan dengan
para penentang secara langsung, PEKKA justru secara
nyata membangun hubungan dengan berbagai mitra
untuk melindungi dan memperkuat anggota-anggot-
anya dan mempeluas isu-isu mereka. Dengan meng-
gunakan taktik kombinasi, PEKKA telah mendorong
struktur di dalam maupun di sekitar kekuasaan untuk
memperoleh pengakuan atas apa yang mereka ker-
jakan dan membangun aliansi dan pendukung baik itu
di dalam mapun di luar pemerintahan. Juga ditumbuh-
kan kemauan dengan mempererat hubungan dengan
aparatur pemerintah dari berbagai level-dari tingkat
kepala desa hingga pimpinan kabupaten serta provinsi
dan pemimpin di tingkat kementerian. PEKKA juga mer-
ekatkan aliansi strategis dengan para NGO, kelompok
keagamaan progresif dan lembaga donor internasional,

seperti Bank Dunia dan Australian Aid. Aliansi strat-
egis tingkat lokal dan internasional membantu PEKKA
dalam upaya-upaya advokasi dan akuntabilitas dan
mempertahankan diri dari serangan dan reaksi yang
menentangnya.

Menghadapi Kekuatan Bayangan
dengan Menciptakan Ruang dalam Islam untuk
Mendiskusikan Hak-hak Perempuan

PEKKA bermitra dengan ALIMAT, sebuah jaringan
progresif para pemikir Islam perempuan dan laki-
laki.®? PEKKA dan ALIMAT berbagi visi islam yang
lebih luas tentang keadilan, mengedukasi pe-
mimpin dan pemegang otoritas lokal dalam per-
spektif perempuan seperti yang diinterpretasikan
dalam Al-Quran. Kedua organisasi ini menyeleng-
garakan workshop bersama untuk memperkuat
pengurus dan anggota berdiskusi dengan para
pemimpin lokal agama Islam terkait perspektif
yang lebih luas tentang peran perempuan di
dalam masyarakat- mulai dari padangan yang pal-
ing fundamentalis hingga pemikiran yang paling
terbuka. ALIMAT dan PEKKA juga bekerjasama
untuk melakukan seminar dengan para aparatur
sipil di tingkat desa, kabupaten dan tingkat nasi-
onal. Ruang dialog ini sangat penting di Indonesia
yang mayoritas Muslim, di mana kelompok aga-
ma konservatif menerapkan narasi-narasi yang
mendukung dan tumbuh berpengaruh dengan
meminjam tradisi budaya untuk menentang in-
dependensi perempuan yang dianggap sebagai
perlawanan terhadap agama dan masyarakat.

N

PEKKA mendorong pembelajaran jangka panjang melalui kegiatan
fungsi literasi untuk anggotanya. Di sini tampak anggota di Banten

yang tengah membaca surat kabar secara bersama-sama.
Sumber: PEKKA 2012
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V. Mengorganisir Koperasi Mandiri sebagai Basis

@,

Pemberdayaan dan Keterampilan Baru

1. Bagaimana PEKKA Membangun
Koperasi

etelah mempertimbangkan konteks lokal untuk

keberlangsungan pembentukan koperasi simpan

pinjam, para penggiat PEKKA memperkenalkan
progam tersebut kepada pejabat desa untuk mem-
peroleh ijin resmi. Mereka menekankan aspek pengem-
bangan masyarakat dari koperasi, yang memungkinkan
penerimaan yang lebih besar dari anggota resmi dan
calon anggota, sehingga bisa lebih memastikan ke-
berlangsungan pekerjaan dan keamanan bagi pengu-
rus dan anggota. Dari rumah ke rumah, para penggiat

PEKKA kemudian mengenalkan program tersebut ke
perempuan desa yang janda, bercerai, ditelantarkan
atau masih belum menikah. Dengan membangun
ketertarikan dan kepercayaan, mereka mengundang
siapa saja yang tertarik untuk berkumpul dan mendis-
kusikan mimpi-mimpi para perempuan tersebut dan tan-
tangan yang mereka hadapi pada umumnya. Didorong
untuk menyelesaikan solusi berbagai masalah yang di-
hadapi maka diusulkan untuk membentuk kelompok
simpan pinjam.

(s

engorganisasian membutuhkan waktu

Saya harus pergi dari pintu ke pintu, bertemu secara pribadi, menghubungkan satu perempuan dengan yang
lainnya. Dari perempuan yang saya temui, saya harus menemukan seseorang yang bisa dipercaya dan memiliki
reputasi yang baik di desanya. Saya akan menawarkan sejumlah ide kepadanya terlebih dahulu. Ketika akan
mengadakan pertemuan, saya harus memilih waktu di mana perempuan sedang tidak sibuk, seringkali itu pada
malam hari. Kebanyakan perempuan lebih banyak diam dalam pertemuan tersebut-karena malu dan takut. Saya
meilihat banyak penderitaan pada perempuan-perempuan tersebut. Ketika kita bertemu para janda kita tahu
dari wajah mereka bahwa mereka memikul beban berat: tekanan sosial, trauma, stigma. Masyarakat berkata
kepada mereka: “Kamu hanya seorang janda’” Janda tidak masalah, seseorang berkata. Mereka tidak pernah
diberikan kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi; ini adalah tantangan pertama mereka yang nyata.
Sehingga saya banyak menghabiskan waktu untuk membangun kepercayaan diri mereka.

N

Saya berbicara tentang program dengan para perempuan itu dengan bahasa mereka sehari-hari. Mereka merasa
bahwa mereka memiliki banyak teman dan bisa percaya diri ketika bersama. Dari situlah, kita bergerak dan saya
menunjukkan detail program kepada mereka. Saya jelaskan kepada mereka bagaimana kita bisa mengatasi
masalah yang mereka ceritakan kepada saya. Saya berbagi cerita yang saya dengar dari desa lain yang memiliki
masalah yang serupa. Ini adalah bagian penting- untuk menjelaskan apa yang telah perempuan lain lakukan
untuk mengubabh situasinya. Setelah dua atau tiga bulan, kita membentuk tim yang memiliki visi dan misi.
Dengan 10 orang, kita mampu untuk mengubah hidup

Penggiat PEKKA
(Zulminarni and Miller 2015)

N y
N
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Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam PEKKA di Kalimantan Selatan, yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Sumber: PEKKA

Ketika kelompok Pekka dibentuk, seringkali mengha-
dapi tantangan dari anggota masyarakat, seperti rent-
enir yang mengambil keuntungan dari meminjamkan
uang kepada masyarakat. Kepentingan yang lain pun
menolak. Para istri kepala desa yang menjalankan or-
ganisasi perempuan yang dikenal dengan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah lama menjadi satu-
satunya organisasi yang menggerakkan perempuan
dan pembangunan.® Mereka merasa terancam dengan
keberadaan organisasi baru yang lebih mandiri, khusus-
nya sejak perempuan Pekka dengan cepat mendapat-
kan pengalaman dalam kehidupan politik dan ekonomi
dan memperoleh hasil nyata (Zulminarni and Miller
2015).

Dengan bergabung dalam koperasi, memungkinan
perempuan miskin untuk memperoleh kekuatan ber-
sama dan penghargaan yang dibutuhkan untuk mem-
perbaiki kondisi mereka di dalam maupun di luar komu-
nitas mereka. Mendampingi perempuan membentuk
koperasi, para pegiat PEKKA memfasilitasi proses pan-
jang pengembangan organisasi dan membangun ke-
lompok, memastikan kemampuan anggotanya dalam

melakukan perubahan dalam hidupnya dan memicu
semangat kerjasama dan solidaritas. Langkah awal ini
penting untuk pengembangan kepemimpinan dan
demokrasi. Anggota mengajukan usulana nama kop-
erasi dan memilih pengurus, untuk sebagian banyak
perempuan ini adalah pertama kali mereka berpartisi-
pasi dalam mengambil keputusan di publik. Kelompok
juga menyusun aturan dasar untuk memperkuat kop-
erasi dan penyelesaian konflik. Koperasi membangun
kemandirian dan stabilitas ekonomi dan mendukung
potensi ekonomi perempuan untuk bertahan di dalam
masyarakat. Koperasi simpan pinjam yang sukses, dapat
mendukung biaya pendidikan, membangun center
Pekka, menghindarkan dari jeratan rentenir, menawar-
kan jasa paralegal dan mengembangkan jaringan ko-
perasi yang menggerakkan pasar di desa menawarkan
makanan dengan harga yang wajar. Pada akhirnya,
koperasi dapat beroperasi secara signifikan untuk ke-
mandirian lokal.

Koperasi juga menjadi platform bagi para perempuan
untuk menuntut ruang di ranah publik. Setiap kop-
erasi Pekka memiliki semboyan masing-masing, untuk
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memastikan nilai dan martabat para anggotanya; di  juga menggunakan nama pahlawan Indonesia seperti
salah satu desa, motonya adalah “ Lihat Saya, Saya Kuat”.  Cut Nyak Dien atau Kartini; yang lainnya memakai isti-
Beberapa di antaranya menamakan kelompok mereka  lah yang memotivasi seperti Senang Hati, Murah Rezeki,
dengan nama bunga, seperti melati atau mawar, atau  Sumber Rezeki atau Putri Mandiri.

(Kami Memulai dari Nol \

Kami memulai dari nol, berbicara kepada masing-masing perempuan untuk mencari tahu kepedulian utama
mereka. Perempuan selalu memulainya dengan masalah uang. Jadi kami mulai dengan proyek kelompok
tabungan sebagai cara praktis untuk membuat perempuan bisa bersama dan juga menanamkan strategi untuk
menolak konsumerisme dan utang. Awalnya, mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak memiliki
uang, namun kemudian dengan menyisihkan sejumlah uang receh yang biasanya mereka gunakan setiap kali
untuk membeli permen anak-anaknya atau minuman kemasan, mereka bisa menabung sedikit. Terkadang
mereka mengumpulkan kelapa dan kemudian menjualnya. Memulai dengan sedikit simpanan, para perempuan
tersebut mampu menabung dalam upaya ekonomi bersama yang menghasilkan keuntungan yang berkembang
dari waktu-ke waktu, jika mereka berhemat dan bekerja keras. Mereka mengatur pengahasilannya sendiri,
dengan tidak meminjam kepada orang lain. Semakin banyak perempuan memiliki uang di tangan, mereka
memiliki daya tawar terhadap saudara maupun pasangannya. Secara pribadi, mereka lebih mandiri dan secara
kelompok, mereka mulai memahami potensi dari kondisi ekonomi dan kekuatan poilitiknya.

Dengan membentuk koperasi yang demokratis, sebagai bentuk dari sebuah lembaga kredit, para perempuan itu
juga mempraktikkan kepemimpinan baru, mengambil keputusan dan demokrasi; satu perempuan, satu suara,
kesetaraan hak. Sebuah tuntunan untuk lebih praktis dan mandiri secara emosional. Tentu saja, ini membutuhkan
penumbuhan kesadaran dan pengembangan kapasitas. Itu adalah peran LSM yang tepat, kami merasa; bukan
memberikan uang dan mengambil keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh para perempuan. Demokrasi
dan kepemimpinan partisipatif memang tak bisa menghindar dari gesekan dan konflik internal-orang selalu
menolak melakukan sesuatu yang berbeda. Beberapa dari mereka ingin mengambilalih dan oleh karenanya

kita melakukan penggantian kepemimpinan setiap tiga tahun sekali. Itu adalah peran kami sebagai penggiat di
PEKKA, mendukung gerakan akar rumput perempuan yang bertumbuh- untuk mengembangkan dan mendukung
bentuk baru dari kepemimpinan dan untuk membangun kapasitas perempuan dan mengelola konflik,
kemampuan merencanakan dan tugas dasar dan juga secara bertahap bagaimana menggunakan kekuatan
bersama untuk mempengaruhi kondisi politik tingkat lokal maupun nasional.

Kami tidak menjadi bagian dari koperasi yang telah didirikan. Mereka mengembangkan sendiri secara bersama-
sama. Dari keuntungan yang mereka dapatkan dengan meminjamkan simpanan, dalam beberapa kasus mereka
mampu membangun center mereka sendiri. Pengorganisasian ekonomi dengan cara ini memungkinan mereka
untuk menjalankannya di bawah pemerintahan yang menindas sekalipun. Kami katakan,”Kita menyimpan

uang dan memberikan pinjaman, sementara pemerintah meninggalkan kita sendirian”. Dari waktu ke waktu,
pengalaman membuktikan bahwa perempuan akan mendukung pemimpin dari mereka sendiri untuk menjadi
kepala desa atau anggota BPD. Dari situlah, mereka memiliki pengaruh, memperoleh kekuatan lebih besar dan
melakukan perubahan yang lebih besar.

Sekarang mereka memiliki mimpi yang tak terbatas- rumah singgah untuk perempuan lanjut usia, rumah sakit,
sekolah, bank milik sendiri, terpilih menjadi kepala desa dan duduk di lembaga dewan.

k (Zulminarni and Miller 201 D
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2. Mengkaitkan Koperasi untuk
Dampak yang Lebih Luas

Proses membangun gerakan yang efektif bergantung
pada kemampuan berbagai kelompok dan para pen-
gurus dalam membangkitkan dan mengkonsolidasikan
kepercayaan diri dan pemahaman politik anggota un-
tuk berkomitmen terhadap keadilan sosial. PEKKA telah
merekrut dan melatih pengurus dan fasilitator yang ter-
ampil, berkualitas dan berbakat -penggiat pendidikan
populer feminis- untuk membantu mendalami, men-
ginspirasi dan mempercepat pengetahuan, bakat dan
kompetensi dari pada anggota dan masyarakat. Pada
tahun 2015, PEKKA telah mengidentifikasi dan melatih
5.900 kader dan pemimpin dan angkanya terus mening-
kat sebesar 15 persen setiap tahunnya. (PEKKA 2016:15).
Menambah jumlah, ruang lingkup dan kualitas dari
para pengurus dibutuhkan sebagai prioritas modal se-
jumlah organisasi dan pada pemberi dana yang bekerja
untuk keadilan sosial, karena upaya membangun ger-
akan membutuhkan dukungan dan visi jangka panjang.
Berbasis pada serikat-serikat lokal ini lah, PEKKA telah
menanamkan sebuah proses transisi dari organisasi
yang bergantung kepada staf menjadi organisasi nasi-
onal yang dijalankan oleh anggotanya.

Pendirian Federasi Pekka tingkat nasional yang man-
diri pada tahun 2013 merupakan puncak dari proses
demokrasi, kepemimpinan dan pengembangan or-
ganisasi yang dijalankan selama tujuh tahun. Hal ini
bisa terwujud dengan keterlibatan dari berbagai upaya
pengorganisasian dan pendidikan dengan menggan-
deng beragam koperasi Pekka di seluruh Indonesia.
Perwakilan yang terpilih dari serikat Pekka di setiap

provinsi diundang dalam forum nasional lima hari di
Jakarta, di mana mereka mendiskusikan Anggaran
Dasar/Rumah Tangga dan bersepakat untuk memben-
tuk federasi tingkat nasional guna membawa aspirasi
mereka ke tingkat nasional dan terlibat dengan gerakan
perempuan nasional yang bergerak di bidang advokasi.
Mereka menggelar pemilihan demokratis untuk posisi
ketua, sekretaris dan bendahara federasi. Pada awal ta-
hun 2018, federasi yang didirikan memiliki sekretariat
nasional di Jakarta yang dijalankan oleh tiga pemimpin
terpilih. Federasi tersebut memiliki struktur operasional
berjenjang yang menghubungkan koperasi di 1.232
desa mencakup 20 provinsi. Serikat Pekka sendiri telah
memiliki kapasitas advokasi pada tingkat kabupaten,
Tetapi proses federasi yang diorganisir secara bertahap
telah menguatkan kapasitas mereka dalam memimpin
advokasi di tingkat nasional.

Untuk struktur saat ini, penyelenggaraan musyawarah
di tingkat di desa, provinsi dan nasional diselenggara-
kan setiap tiga tahun sekali. Dalam forum ini, mereka
mengungkap sejumlah keberhasilan, mengidentifikasi
isu-isu penting dan penjajakan untuk melakukan aksi,
memilih perwakilan mereka dan pemimpin organisasi
serta menyusun prioritas ke depan. Proses ini-meng-
hubungkan koperasi di dalam provinsi dan mengan-
deng mereka bersama dalam sebuah federasi- mem-
perkuat kebutuhan dalam praktik berwarganegara dan
berdemokrasi untuk menjaga akuntabilitas pemerintah
dalam jangka panjang. Lebih jauh tentang strategi PEKKA,
lihat gambar 3.
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Apa strategi PEKKA?

Pada dasarnya membangun kesadaran kritis
Pekka terhadap hak sebagai manusia,
perempuan dan warga negara, menumbuhkan
motivasi untuk memperbaiki kehidupan, dan
pada akhirnya memfasilitasi untuk membangun
visi dan misi kehidupan. Visi dan Misi menjadi

Meningkatkan kemampuan Pekka untuk
mengatasi berbagai persoalan kehidupan melalui

landasan utama Pekka untuk bergerak - N pendampingan intensif. Berbagai pelatihan dan
selanjutnya. o . e lokakarya terkait dengan membangun

P@@ﬂm}ﬂ@@ﬁ’@@'ﬂ@@' StaS kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan
Melalui penumbuhan, pengembangan dan penguatan Poey e ‘f S SAG ly teknis dan manajerial. Melatih dan
kelompok berbasis di masyarakat yang diberi nama ———— )

i mengembangkan pemimpin dan fasilitator

x > kat kal Pekka.
Membangun:Organisasi TR T
dan Jaringan

Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Kelompok
Pekka) di seluruh wilayah program. Kelompok-
kelompok ini kemudian difasilitasi untuk
mengembangkan organisasi menjadi Serikat Pekka yang
mandiri dan berjaringan mulai dari tingkat kecamatan k
hingga nasional, serta berjaringan dengan lembaga lain
yang dapat mendukung kerja-kerja mereka.

Fokus pada akses terhadap informasi, sumberdaya
o kehidupan dan pengambilan keputusan serta akses
el S terhadap keadilan hokum. Perubahan tata nilai
A@]V@ﬂ(@su @@E@kﬁ "~ negatif terhadap perempuan dan perempuan
- e kepala keluarga melalui kampanye dan pendidikan

pada masyarakat luas

Empat Pilar Pemberdayaan PEKKA

Empat Pilar Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PEKKA
Sumber: PEKKA

20 Kertas Kerja Akuntabilitas | Nomor 3 | Juli 2019



VI. Pengembangan Kepemimpinan Perempuan Q
Melalui Aksi dan Pelatihan Berkelanjutan

1. Keterampilan Kepemimpinan
dalam Koperasi

engingat fokus PEKKA mencakup penyelesa- Apa itu pendidikan populer feminist?

ian kebutuhan ekonomi hingga perubahan

hubungan kekuasaan jangka panjang, maka
pengembangan keterampilan dasar membantu me-
nyiapkan perempuan dalam pengambilan keputusan,
memimpin organisasi mereka dan terlibat dengan mi-
tra dan aparatur pemerintah pada berbagai level. Ketika
perempuan di koperasi secara perlahan mampu meny-
impan dan mengumpulkan sumberdaya, para penggiat
PEKKA bekerja dengan mereka menggunakan proses
pendidikan feminis populer (lihat Boks 3). Termasuk
metodologi yang menjadi tantangan perempuan untuk
menguji asumsi dan keyakinan, dan untuk mengem-
bangkan kemampuan berpikir kritis guna menguiji kon-
teks dan pengalaman dalam dinamika berbagai kekua-
tan masyarakat

Sebuah pendekatan partisipatif, penyelesaian ma-
salah sebagai pembelajaran dan melakukan aksi
berdasarkan kehidupan nyata perempuan- men-
dorong pemikiran kritis, solidaritas dan strategi
melakukan perubahan, yang secara bersamaan
menghadapi tantangan dan mengubah dinamika
kekuasaan yang mempertahankan ketidakseta-
raan dan diskriminasi berbasis gender, ras, kelas
sosial, usia dan orientasi seksual.

Proses pemilihan pengurus serikat Pekka Sumatera Utara tahun 2013, yang menanamkan nilai demokrasi, mendukung pemimpin perempuan
dan memperkuat organisasi perempuan akar rumput. Sumber: PEKKA

Membangun Gerakan Untuk Akuntabilitas: Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia



22

Pendekatan pelatihan para feminis bersifat partisipatif,
didorong rasa keingintahuan, sukacita dan persaha-
batan, serta menjadikan kebijakan dan pengetahuan
praktis perempuan sebagai sumber inspirasi. Anggota
menganalisa masalah nyata, mengembangkan strategi
untuk melaksanakan dan mempelajari cara menghada-
pi tantangan yang tak dapat dihindari dan konflik yang
timbul. Ketika perempuan melakukan aksi, peng-
giat PEKKA memberikan kesempatan kepada mereka
melakukan refleksi kritis pengalaman mereka sehingga
mereka dapat belajar dari kesuksesan maupun kegaga-
lan. Penekanan pada pemberdayaan termasuk pening-
katan kesadaran, analisis kekuasaan dan kemampuan
bernegosiasi.

Pelatihan praktis tentang isu-isu yang bervariasi mulai
dari model pengambilan keputusan dan sistem akunta-
si dasar harus dimengerti sebagai landasan dari kesuk-
sesan koperasi hingga membangun gerakan. Pengurus
koperasi menerima pelatihan tambahan terkait kepe-
mimpinan termasuk didalamnya proses demokrasi, poli-
tik, manajemen usaha dan pengembangan organisasi.

2. “Perempuan Berdiri Tegak dan Kuat”:
Berdirinya Akademi Paradigta

PEKKA memperkuat pengembangan kepemimpinan
dengan mendirikan pusat pelatihan yang diperuntuk-
kan baik untuk anggotanya maupun anggota organisasi
masyarakat sipil lainnya guna meningkatkan kapasitas
agar dapat terlibat di masyarakat, musyawarah publik
dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2015, PEKKA
mengembangkan kurikulum, modul dan panduan un-
tuk mendirikan Akademi Paradigta (Lihat Boks 4) (PEKKA,
2017). Istilah paradigta berasal dari bahasa jawa kuno
yang berarti “ seorang perempuan yang berdiri tegak
dan kuat”.

Akademi Paradigta dirancang sebagai sebuah proses
pembelajaran terapan dan pendidikan untuk mem-
persiapkan perempuan lokal dalam berorganisasi dan
memimpin di ranah publik, termasuk dalam proses ang-
garan desa (PEKKA, 2016). Kurikulum terdiri dari tiga ele-
men kunci yaitu: penguatan diri, membangun anggota
dan penguatan masyarakat serta peningkatan kapasitas
teknis. Fokus berikutnya adalah pemahaman tentang
struktur pemerintahan, hukum, lobi dan penganggaran,
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Modul Pelatihan Akademi Paradigta

Pengantar dan Penulisan

Pemahaman tentang desa dan sejarahnya
Perubahan dan mimpi akan masa depan
Kepemimpinan perempuan
Undang-undang Desa

Pemerintahan dan Anggaran

Pelayanan Pemerintah

Pengawasan dan Hak

Isu-isu Utama

Kepedulian politik dan kekuasaan
Advokasi

Komunikasi

Pengorganisasian Masyarakat

NV A WN =

_=m O
wN = o

yang dibutuhkan untuk memberikan dampak dan pen-
garuh terhadap suatu keputusan.

Program ini didesain untuk mengembangkan kapasitas
kepemimpinan perempuan agar dapat berpartisipasi
dalam pemerintahan tingkat desa, termasuk proses per-
encanaan pembangunan desa, pemantauan layanan
publik dan bekerjasama dengan pimpinan desa. Syarat
perekrutan peserta pelatihan termasuk kemampuan
melek huruf, fasih menggunakan bahasa Indonesia,
memiliki pengalaman dalam kegiatan masyarakat dan
keinginan menerapkan keterampilan yang diperoleh
di masyarakat. Kepala desa juga berperan mengu-
sulkan perempuan yang akan ikut program Akademi
Paradigta. Modul pelatihan mencakup 25 persen dis-
elenggarakan di ruang kelas, di mana para peserta pela-
tihan akan menghadiri 25 hari pelatihan dalam periode
satu tahun dan 75 persen sisanya praktek di lapangan
(PEKKA 2017:13). Setiap minggunya, peserta pelatihan
menghadiri tiga sesi (masing-masing tiga jam) yang di-
fasilitasi oleh seorang koordinator; setiap perempuan
juga akan didampingi oleh seorang mentor. Terdapat
tujuh pusat pendidikan Akademi Paradigta di Indonesia
dan masing-masing desa terpilih dapat mengirimkan
lima peserta perempuan. Pada tahun 2016, program 12
bulan Akademi Paradigta telah meluluskan 482 perem-
puan, dengan tingkat kelulusan mencapai 80 persen
(PEKKA, 2017:18). Total sebanyak 2.500 perempuan telah
terdaftar pada tahun 2017.
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Para peserta Akademi Paradigta (Program Pelatihan Kepemimpinan) di Jawa Barat membacakan ikrar pada acara kelulusan; siap mem

keadilan sosial dan kehidupan yang bermartabat. Sumber: PEKKA

Salah satu dari lulusan pertama Akademi Paradigta,
Waode (22 tahun) asal Sulawesi Tenggara, mengatakan:
“Saya sangat senang, khususnya telah mengetahui
lebih banyak soal anggaran desa, perempuan di ruang
publik, kepemimpinan perempuan, Undang-undang
Desa, organisasi dan lembaga di desa. Awalnya saya
malu berbicara di depan publik, namun sekarang saya
lebih percaya diri dan menjalin hubungan pertemanan
dengan perempuan dari desa lain.” (PEKKA, 2017).

3. Pembukaan Peserta Pelatihan
Akademi Paradigta: Desentralisasi
dan Undang-Undang Desa di
Indonesia

Pada saat Akademi Paradigta mengkonsolidasi strategi
jangka panjang PEKKA untuk pengembangan kepe-
mimpinan, Undang-Undang Desa Indonesia tahun
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2014 membuka peluang baru untuk menerapkan ke-
mampuan tersebut. Paradigta menyiapkan pemimpin
masyarakat dan anggota Pekka untuk terlibat dalam
pengganggaran dan perencanaan pembangunan yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Idenya adalah
memastikan perempuan memperoleh informasi dan se-
bagai warga terlibat baik sebagai pelaku maupun pe-
mantau proses jalannya pemerintahan di masyarakat.

Sejak tahun 2001, proses desentralisasi di Indonesia
telah memberikan tanggung jawab perencanaan
pembangunan dan anggaran yang signifikan kepada
pemerintahan desa. Sejarah menunjukkan, perempuan
dikucilkan dari ruang publik dan pengambilan kepu-
tusan di desa- khususnya perempuan muda (Feruglio,
dkk 2017).1° Pendekatan pertama pemerintah terhadap
desentralisasi adalah memberikan dukungan kuat pada
masyarakat dalam memantau kekuasaan kepala desa,
namun reaksi mereka justru mengalami kemunduran
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dalam melakukan langkah-langkah akuntabilitas pada
tahun 2014 (Antlov, Wetterberg dan Dharmawan, 2016).
Dengan Undang-Undang Desa, pendulum kembali
berayun membuka ruang yang lebih luas bagi par-
tisipasi masyarakat, mengembangkan perencanaan
pembangunan pedesaan partisipatif yang pernah ada
sebelumnya. Undang-undang tersebut juga mengatur
inovasi “akuntabilitas ke bawah’, yaitu semacam dewan
masyarakat (Antlov, dkk, 2016), dan peningkatan signifi-
kan anggaran lokal untuk investasi sosial.

Undang-Undang Desa menawarkan kesempatan meny-
ertakan suara perempuan dalam pengambilan keputu-
san publik, termasuk potensi partisipasi dalam proses
pengganggaran. Namun dalam prakteknya, undang-
undang yang menegaskan komitmen untuk memberi-
kan ruang yang lebih luas untuk seluruh elemen ma-
syarakat berperan serta, tidak berlaku bagi perempuan
desa yang miskin (seperti perempuan kepala keluarga
yang merupakan anggota Pekka) untuk terlibat secara
aktif dalam pembangunan di desanya. Contohnya,
atas nama desentralisasi, aparat pemerintah tingkat
kabupaten dan desa dapat membuat peraturan un-
tuk masyarakat yang menghalangi partisipasi dan hak
perempuan. Dalam konteks ini, jaringan dan organisasi
perempuan lokal yang terlatih meletakkan dasar un-
tuk merealisasi potensi undang-undang desa, dengan
mengajukan proposal untuk inisiatif pembangunan
yang inklusif. Tindakan nyata memperkuat kepemimpi-
nan perempuan akar rumput dan kapasitas organisasi
mereka untuk mengutamakan kebutuhan dan tuntutan-
khususnya bagi perempuan kepala keluarga- harus terus
dilakukan untuk memastikan perempuan mampu men-
gambil peran sentral dalam pemerintah tingkat desa.

Disamping menjalankan advokasi selama bertahun-
tahun untuk mendukung pendekatan inklusif dan sen-
sitif gender terhadap pemerintahan desa, PEKKA juga
berperan dalam memberikan konsultasi resmi dalam
mengimplementasikan regulasi Undang-Undang Desa.
PEKKA bergabung bersama koalisi organisasi hak-hak
perempuan yang lebih luas yang berbasis di provinsi
untuk mengembangkan kerangka dasar yang lebih
rinci bagi reformasi pemerintahan desa yang inklusif
(ringkasan lihat Boks 5). Sementara versi final dari imple-
mentasi regulasi masih lemah dalam hak-hak gender,

Kertas Kerja Akuntabilitas | Nomor 3 | Juli 2019

Kegiatan Keaksaraan Fungsional bagi anggota Serikat Pekka
Yogyakarta, yang bersemangat belajar membaca dan menulis pada
usia lanjut. Sumber: PEKKA

beberapa aturan dalam Undang-Undang Desa mem-
berikan ruang kepada perempuan untuk menjadi pe-
mimpin. Sebagai contoh, sementara kuota gender yang
diajukan belum disetujui, tetapi peraturan ini mendu-
kung suara perempuan dalam pengambilan keputusan.



Masukan dan Pandangan kritis Dari Gerakan Perempuan Indonesia untuk Rancangan Peraturan
Pemerintah Tentang Administrasi Tingkat Desa, Jakarta, 2-3 Mei 2014.

Berdasarkan pada rilis dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Administrasi Tingkat Desa pada
tahun 2014, Gerakan Perempuan Indonesia, melalui 55 perwakilan yang meliputi hampir seluruh wilayah di
Indonesia, menyelenggarakan sebuah workshop dan diskusi kelompok terfokus untuk menganalisis imple-
mentasi peraturan tersebut terhadap perempuan. Berdasarkan studi terhadap Draft Peraturan Pemerintah
Tentang Implementasi dari Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, kelompok tersebut menyatakan bahwa
peraturan tersebut perlu mempertimbangkan secara komprehensif perbedaan sosial, ekonomi, budaya dan
konteks politik yang mempengaruhi perempuan di Indonesia, guna menjaga semangat, prinsip dan tujuan
dari undang-undang tersebut.

Selain itu, catatan lainnya adalah bahwa RPP harus merefleksikan semangat, prinsip dan tujuan dari Undang-
Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-Undang No.7/1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Instruksi Presiden No. 9/2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Berikut adalah sejumlah rekomendasi perubahan atas RPP yang didasarkan pada jaminan konstitusional dan
peraturan lainnya bagi setiap orang, termasuk perempuan di pedesaan dan penduduk perempuan asli, yang
dapat diterapkan di seluruh desa.

1. Adanya kuota minimal 30% bagi perempuan dalam seluruh jajaran pemerintahan desa, termasuk Kades,
Perangkat Desa, dan BPD, termasuk panitia pemilihan Kades dan BPD, daftar bakal calon, kelompok ma-
syarakat yang terlibat dalam Forum Konsultative Desa, dimana keterlibatan perempuan terwujud melalui
‘kelompok perempuan’yang terbatas.

2. Adanya mekanisme yang demokratis, terbuka dan akuntabel, sesuai UU yang belaku, untuk menjamin
agar Perdes (Peraturan Desa), Perdat (Peraturan Desa Adat) serta peradilan adat tidak bertentangan den-
gan UU, termasuk yang melindungi setiap orang dari tindakan diskriminasi atas dasar apapun.

3. Adanya alokasi 30% anggaran desa yang secara proporsional memperhatikan variabel responsif gender
serta mengatur pagu yang terukur mengenai belanja publik: pendidikan, kesehatan, kependudukan,
pemberdayaan masyarakat.

4. Adanya pengaturan pengelolaan kekayaan alam Desa Adat sebagai hak sepenuhnya bagi perempuan dan
laki-laki dilandasi oleh pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat, termasuk warga perempuannya.

5. Adanya pengaturan secara tegas akses dan kontrol perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan desa, kesetaraan akses bagi perempuan pada layanan.

6. Adanya ketentuan khusus tentang pengembangan kader perempuan lokal.

7. Adanya pengembangan sistem informasi desa yang responsif gender dan jaminan keterbukaan informasi.

Ini adalah ringkasan dari rekomendasi yang dibuat oleh peserta Konvensi Gerakan Perempuan Indonesia pada 2-3 Mei 2014 di Jakarta.
Untuk membaca dokumen lengkap dan daftar yang menandatanganinya, lihat
https://accountabilityresearch.org/publication/movementbuildingforaccountability/.
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Undang-Undang Desa yang baru dan kesempatan par-
tisipasi bagi perempuan, adalah salah satu faktor yang
mendorong PEKKA untuk menyelenggarakan pelatihan
kepemimpinan melalui Akademi Paradigta, sebagai ba-
gian dari fokus strategi implementasi di tingkat kabu-
paten dan desa. Di daerah di mana PEKKA telah memiliki
basis yang kuat, pengetahuan mendalam PEKKA ten-
tang seluk-beluk hukum dan dukungan potensial pada
pelaksanaannya telah memberikan kesan kepada peja-
batlokal, yang melihat partisipasi anggota PEKKA dalam
proses penganggaran dan perencanaan. Contohnya di
Kalimantan Barat, di mana program advokasi dan pela-
tihan PEKKA yang fokus pada transparansi dan pen-
ganggaran yang partisipatif, Bupati menanggapi secara
positif proposal yang diajukan dan mengalokasikan

sedikitnya 10 persen dari anggaran untuk pemberday-
aan perempuan.

Pelatihan kepemimpinan adalah bagian dari pendeka-
tan bertahap PEKKA, dimulai sejak para penggiat advo-
kasi setempat mengadvokasi penganggaran yang par-
tisipatif dan akuntabilitas publik di tingkat kabupaten.
Terkadang, bupati membantu mendekati kepala desa
agar mendengarkan suara perempuan - dan mereka
menjadi lebih responsif dibanding Kementerian Desa.
PEKKA terlibat dalam proses perencanaan pemerintah
lokal mulai dari tingkat desa hingga ke kabupaten pada
76 kabupaten di 20 provinsi dan enam orang anggota
kini terpilih menjadi kepala desa (lihat Boks 6).

KLIK, Klinik Hukum di Sulawesi Selatan, di mana paralegal terlatih dari PEKKA menyediakan bantuan hukum bagi anggota masyarakat.
Sumber: PEKKA
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Petronela Peni - Kepala Desa Perempuan pertama di Flores Timur

Petronela Peni Loli atau lebih dikenal dengan panggilan Nela adalah seorang janda. la memutuskan untuk
maju menjadi kepala desa di Desa Nisa Nulan atas permintaan sesepuh tradisional setempat setelah dua dari
tiga kandidat yang mewakili dusun lainnya mengundurkan diri dari pemilihan. Sebenarnya itu bukan tawaran
dukungan yang serius, karena mereka hanya memanfaatkannya untuk mengisi kekosongan calon. Sebagai
perempuan, pada waktu itu banyak yang berpikir sepertinya (bahkan tidak mungkin) baginya untuk terpilih
sebagai kepala desa.

Namun, keputusannya untuk maju sebagai kepala desa, hanya untuk dihujani dengan pelecehan, cemoohan
dan kata-kata menghina dan bahkan ada surat kaleng yang tersirat menyatakan bahwa perempuan bukanlah
pemimpin yang cocok. Salah satu surat mempertanyakan: “Apakah Lewotanah akan dipimpin oleh seorang
perempuan yang diragukan latar belakangnya?”. Berkat dukungan penuh dari PEKKA dan keluarganya, Nela
memperoleh kepercayaannya kembali. “Surat kaleng itu dibuat oleh segelintir orang yang tidak setuju den-
gan kamu. Jadi, jangan terlalu reaktif. Kamu harus maju, hadapi pemilihan dan jadikan ini pengalaman paling
berharga,” tegas Dete, pekerja lapang PEKKA yang menyemangati Nela. Pada kesempatan pertama untuk
menyampaikan visi dan misi nya, Nela menegaskan: “Saya tidak sendiri berkomitmen untuk Lewotanah. Jika
kita ingin perubahan untuk Lewotanah, mari kita duduk dan berdiskusi bersama, bertindak bersama! Saya
percaya akan ada perubahan, tidak hanya fisik tetapi juga manusia haruslah berkembang.” Pada saat pemili-
han Nela memperoleh suara terbanyak.

Nela menghadapi sejumlah tantangan sepanjang ia menjadi kepala desa. la mengatakan bahwa ia mengatasi
semua masalah dengan mendiskusikannya bersama sosok berpengaruh guna mengenali akar masalah dan
mencari jalan keluarnya. Melalui kerjasama dengan masyarakat setempat, kepemimpinannya telah memba-
wa sejumlah hasil dari kegiatan pembangunan yang diimplementasikan di desa Nisa Nulan, termasuk mem-
bangun jalan dan lajur lintas batas Koli-Sagu, pemasangan pipa air untuk meningkatkan akses air minum,
listrik sumber energi untuk desa, rumah layak huni, dua posyandu, membersihkan dan mengolah lahan desa
untuk pertanian dan peraturan penyederhanaan adat ritual kematian dan budaya pemakaman.

Nela berharap ke depan, akan lebih banyak lagi perempuan yang dapat menjadi pemimpin di setiap level. la
percaya bahwa perempuan tidak mesti harus menunggu lama, karena itu mereka harus menangkap peluang
yang ada, khususnya ketika Undang-Undang Desa saat ini memberikan setiap warga peluang untuk ikut serta
dalam pembangunan desa, yang mana akan membuat kepala desa bekerja dengan lebih mudah."Yang paling
penting adalah mendelegasikan kewenangan dan tugas, lebih dekat dengan masyarakat dan mendengarkan
satu sama lain. Hal ini akan menuju ke arah yang lebih baik. Saya merasa puas dan senang melihat masyara-
kat setempat tersenyum, merasa aman dan hidup damai setelah enam tahun bersama dalam suka dan duka.
Terima kasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada Lewotanah, tempat tinggal saya,” ungkap Nela mengakhiri
pembicaraan.

Keterlibatan PEKKA dalam pemerintah desa dan ka-
bupaten termasuk juga dalam pengawasan berbasis
masyarakat dan mekanisme umpan balik yang memun-
culkan tekanan yang proaktif dari publik untuk akunt-
abilitas di tingkat desa dan di atasnya. Klinik Hukum
atau KLIK, adalah klinik hukum yang dikelola paralegal
Pekka terlatih, menyediakan layanan untuk masyarakat.

Secara bersamaan, mereka menangani masalah spe-
sifik masyarakat sekaligus mengumpulkan informasi
jenis masalah yang dihadapi masyarakat. Isu dan ma-
salah yang dihadapi perempuan yang muncul melalui
KLIK, kemudian didiskusikan di Multi-Stakeholder Forum
(MSF) tingkat kabupaten di mana PEKKA mengadvokasi
perubahan kebijakan dan anggaran dengan lembaga
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pemerintah dan pengadilan. Di sejumlah kabupaten,
pemerintah menawarkan hadir di KLIK sebagai cara
memberikan informasi dan layanan di tingkat desa
agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, KLIK ber-
tindak sebagai saluran untuk berbagi antar masyarakat
desa dengan pengadilan dan pemerintah serta menye-
diakan mekanisme bagi pengadilan dan pemerintah
untuk bekerjasama dengan PEKKA dan memberikan
layanan di tingkat desa yang biasanya baru tersedia
dengan melakukan perjalanan ke kota kecamatan
atau kota kabupaten. Dengan bantuan dari fasilitator
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PEKKA, informasi dari KLIK akan disampaikan kepada
perwakilan pemerintah pada pertemuan rutin MSF. Isu
yang tercakup dalam pertemuan tersebut adalah kuali-
tas layanan kesehatan dan kehadiran staff, penurunan
angka kemiskinan, layanan pemerintah (kualitas dan
proses), kehadiran guru dan juga terkait isu hukum ke-
luarga yang perlu dibawa ke pengadilan. Ketika hubun-
gan berjalan dengan baik, staf desa merasa mendapat
dukungan, karena terbantu dengan baik merespon
kebutuhan dan tuntutan masyarakat.



VIl. Kemitraan Penelitian Partisipatif Mendorong 5
Data Resmi untuk Pengakuan Perempuan

Kepala Keluarga

adatahun 2000, ketika Komisi Nasional Perempuan

untuk  Penghapusan  Kekerasan  terhadap

Perempuan mengundang Nani Zulminarni untuk
mendokumentasikan kehidupan para janda, ia meng-
gunakan proyek penelitian ini sebagai fondasi bagi
terbentuknya PEKKA. Sebuah motivasi awal untuk
memastikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan secara
langsung menguntungkan perempuan marjinal di
Indonesia. la menerima tawaran ini dengan menegosia-
sikan rancangan penelitian dengan pemberi dana un-
tuk melibatkan perempuan di dalam proses penelitian,
tidak sekedar sebagai subjek penelitian. Ini adalah pen-
galaman awal keterlibatan PEKKA selanjutnya dalam
sejumlah penelitian partisipatif, khususnya terkait akses
terhadap keadilan.

Pada tahun 2007, telah dilakukan survey terhadap
anggota Pekka untuk sebuah studi yang didukung
oleh Australian Agency for International Development
(AusAID), bernama Access and Equality, yang meny-
oroti berbagai tantangan dalam hal akses terhadap
keadilan, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia.
Untuk perempuan desa, biaya dan beban sosial untuk
mengakses pengadilan merupakan hambatan utama;
9 dari 10 perempuan kepala keluarga yang disurvey
tidak dapat mengakses pengadilan untuk mengurus
kasus perceraian mereka seperti disyaratkan oleh un-
dang-undang di Indonesia (Sumner 2010, 2011). Pada
tahun 2018, ditemukan bahwa biaya rata-rata untuk
mengurus kasus di pengadilan adalah empat kali lipat
lebih tinggi dari pendapatan per kapita per bulan dari
masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan se-
cara nasional (Sumner 2011). Sepanjang tahun 2007
dan 2008, Sekretariat Nasional PEKKA mengadvokasi
perubahan sistem dengan berbagi temuan ini dengan
Mahkamah Agung Indonesia dan Badilag (Direktorat
Jenderal Pengadilan Agama). Hasilnya tercermin dalam
beberapa kebijakan yang memungkinkan akses yang
lebih luas bagi perempuan kepala keluarga terhadap
proses keputusan dalam undang-undang perkawinan,

termasuk meningkatkan anggaran pengadilan untuk
menghapus biaya pengadilan bagi perempuan yang
kesulitan keuangan dan sidang keliling di wilayah ter-
pencil untuk mendekatkan layanan pengadilan kepada
perempuan. Di beberapa wilayah, PEKKA mengundang
pengadilan untuk menggelar sidang keliling di Center
PEKKA dan juga aktif terlibat dalam pencatatan penge-
sahan pernikahan dan kasus lainnya bersama penga-
dilan sebagai bagian dari layanan KLIK. Hal ini pada
akhirnya meningkatkan posisi dan kedudukan anggota
PEKKA karena telah menunjukkan kemampuan mereka
dalam berhubungan dengan pengadilan dan lembaga
pemerintah lainnya guna memberikan layanan tersebut
di tingkat desa (Sumner dan Zulminarni, 2018).

Pada tahun 2009, PEKKA mulai menjalin kemitraan
yang lebih erat dengan Australia Indonesia Legal
Development Facility dan the Family Court of Australia
untuk menjalankan proyek penelitian Access and
Equity yang kedua bersama dengan Pengadilan Umum
dan Pengadilan Agama di Indonesia (Sumner, 2010).
Anggota PEKKA benar-benar terlibat mulai dari melaku-
kan survey tersebut termasuk melakukan survey kepua-
san pengguna pengadilan terhadap pengadilan, survey
profesionalitas hukum dan analisis berkas kasus. PEKKA
terlibat pada survey tentang kemiskinan dan akses hu-
kum pada 600 perempuan kepala keluarga.

“Proses riset ini dirancang khusus untuk menca-
pai dua tujuan: mengumpulkan data kasus untuk
mendapatkan pengakuan perempuan kepala kelu-
arga dan untuk meningkatkan kemampuan analisis
anggota PEKKA. Dengan demikian, riset aksi ini secara
bersamaan membangun kemampuan dan kredibili-
tas lembaga dan mengedepankan agenda advokasi
yang penting bagi anggotanya”

Tahap awal kemitraan partisipatif antara PEKKA, pen-
gadilan di Indonesia dan Australia kemudian diperluas
melalui kerjasama dengan Lembaga Riset berpengaruh
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yaitu SMERU," untuk memastikan legitimasi data untuk
kegunaan advokasi dan kualitas kemampuan pengum-
pulan informasi yang diperoleh oleh staf PEKKA dan
anggota masyarakat. Data tersebut menvalidasi pengal-
aman perempuan dan mendorong keterlibatan lang-
sung mereka dalam advokasi (sebagai contoh., Akhamdi,
Budiyati dan Yumna, 2010). PEKKA secara konsisten
menjalin kemitraan dengan peneliti ilmu terapan untuk
mendukung kredibilitas teknis mereka di hadapan para
pengambil keputusan.

PEKKA juga bekerjasama dengan lembaga sensus
Indonesia, untuk advokasi kategori-kategori dan daftar
pertanyaan untuk memotret perempuan kepala keluar-
ga agar lebih akurat. Pada tahun 2011 dan 2012, dalam
kolaborasi lebih lanjut dengan SMERU, para peneliti di
Sekretariat Nasional PEKKA, melakukan sebuah survey
terhadap 89.960 keluarga-15.644 (17 persen) di anta-
ranya dikepalai oleh perempuan- di 111 desa melalui
Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas
(SPKBK) (Sekretariat Nasional PEKKA dan SMERU
Research Institute, 2014). Dari 950 enumerator, 85 pers-
en di antaranya adalah perempuan dan sebagian besar
adalah anggota PEKKA. PEKKA menggunakan data ini
untuk mendukung advokasi kebijakan kepada Badan
Pusat Statistik (BPS) untuk mengubah fokus pemerin-
tah dalam mendefinisikan (laki-laki) sebagai “Kepala
Keluarga” kepada definisi “keluarga” yang lebih netral
jender sebagai syarat utama kelayakan menerima pro-
gram sosial. PEKKA juga mengadvokasi untuk mema-
sukkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat dalam
mengidentifikasi bahwa jika seorang perempuan adalah
kepala di dalam rumah tangganya atau kepala dalam
keluarganya seperti tercantum dalam Survey Terbaru
Penyatuan Database Pendataan Program Perlindungan
Sosial (PPLS) (Kumpulan Data untuk Program Jaminan
Sosial) pada tahun 2011 dan 2015, yang mana merupak-
an implementasi penting untuk program penghapusan
kemiskinan.'

Hasil survey tersebut belum lama ini telah dirilis dan
PEKKA saat ini dalam proses untuk mengajukan dan
menganalisis data yang lebih tepat yang dibutuhkan
untuk mengenali kecenderungan dari keterlibatan
perempuan kepala keluarga. Kerja analisis tambahan
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ini dibutuhkan karena ketika sensus saat ini mengakui
perempuan kepala keluarga, definisinya terbatas pada
janda dan perempuan yang bercerai secara resmi.
Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan PEKKA,
kategori sensus tidak memasukkan perempuan tidak
menikah yang manjadi ibu atau bertanggungjawab atas
orangtuanya ataupun saudaranya; tidak juga memasuk-
kan perempuan yang suaminya pindah dan tidak men-
girimkan uang selama bertahun-tahun. Namun dialog
kebijakan antara PEKKA dengan lembaga sensus telah
mendorong pemerintah untuk mengumpulkan infor-
masi perempuan yang telah ditinggal suaminya selama
lebih dari enam bulan, sehingga PEKKA akan bisa meng-
kombinasikan data tersebut dengan kategori resmi dari
perempuan kepala keluarga.

Memang, keterlibatan yang berkelanjutan dalam jangka
waktu yang panjang antara PEKKA dengan departemen
teknis pemerintahan nasional, yang mana merupakan
kolaborasi yang signifikan untuk memperoleh data la-
pangan, belum mengarah ke akses penuh terhadap
data pokok resmi yang bisa menunjukkan perubahan
akses perempuan terhadap program sosial pemerin-
tah sebagai hasil dari upaya untuk memperluas hak
untuk memperoleh identitas. Hal ini yang membatasi
PEKKA untuk mendokumentasikan dampak dari kerja-
kerja yang telah mereka lakukan. Koperasi PEKKA men-
gumpulkan data dari anggota mereka di desa dalam
beberapa isu pokok, termasuk layanan kesehatan dan
jumlah dokumen identitas resmi. Namun demikian,
menghubungkan pengumpulan data di tingkat lokal
dengan pemantauan kecenderungan tingkat nasional
merupakan tantangan tersendiri. Contohnya, PEKKA
belum mengetahui bagaimana pemberian dokumen
identitas berdampak pada jumlah perempuan yang
telah mampu mengakses program anti kemiskinan
dari pemerintah. Hanya lembaga pemerintah tingkat
nasional yang memiliki kewenangan untuk mengubah
siapa saja yang terdaftar untuk memperoleh akses terh-
adap program sosial, yang menggarisbawahi tantangan
untuk mengaitkan pemantauan tingkat lokal dengan
upaya-upaya advokasi pada level nasional. Ke depan,
PEKKA menghadapi dilema berapa banyak waktu dan
usaha yang dapat dialokasikan (atau seharusnya dialo-
kasikan) dalam sebuah proses pemantauan.



VIIl. Mempertahankan Hak-Hak Perempuan

@,

melalui Pembedayaan Hukum

elalui proses pendirian koperasi dan memban-

gun kepekaan anggota secara personal mau-

pun kekuatan bersama secara intensif dan ber-
tahap, para penggiat PEKKA belajar tentang berbagai
isu yang mempengaruhi hidup perempuan. Banyak
problem sentral dalam sistem hukum yang membatasi
kemampuan perempuan untuk mengakses layanan
publik atau sistem pada undang-undang perkawi-
nan. Apakah janda atau bukan, perempuan miskin di
desa menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang
tertanam pada sistem keyakinan, otoritas keagamaan,
sistem dan praktik hukum. Orang yang tinggal di desa
hidup jauh dari kantor pengadilan dan berjuang untuk
mengupayakan biaya resminya, membuatnya sulit un-
tuk memperoleh dokumen identitas yang dibutuhkan
untuk memenuhi syarat atas pelayanan, atau ketika
menghadapi masalah kekerasan rumah tangga dan per-
ceraian. Perempuan yang memasuki ruang pengadilan
seringkali diintimidasi dan tidak menperoleh informasi
ketika memproses hak-hak mereka.

k’. ) VGl Y
Berkolaborasi dengan Pengadilan Agama di Kabupaten Cianjur, PEKKA menyelenggarakan Layanan Sidang keliling untuk membantu
perempuan memperoleh dokumen identitas hukum mereka. Sumber: PEKKA 2010

Untuk menyampaikan isu-isu tersebut, PEKKA mem-
buat prioritas strategi dalam pemberdayaan hukum,
mengembangkan program pendidikan dasar untuk
anggotanya, menyeleksi dan melatih tim paralegal
masyarakat yang bisa mendukung dan mendampingi
perempuan di pengadilan (lihat Boks 7). Kerja-kerja
PEKKA dalam pemberdayaan hukum perempuan
memberikan pelatihan untuk paralegal tingkat desa
yang berfokus pada kekerasan rumah tangga dan un-
dang-undang perkawinan. Juga menyelenggarakan
forum di tingkat kabupaten dengan mengundang para
hakim, jaksa, polisi NGO dan pemerintah untuk me-
ningkatkan kepedulian terhadap isu-isu gender (World
Bank, 2012). Pendekatan ini juga termasuk menfasilitasi
proses peradilan yang lebih efisien, yang mana PEKKA
memperoleh dukungan dari aparatur penting pemer-
intah; pada saat yang sama, jalinan kerjasama hari per
hari dengan pengadilan memungkinkan PEKKA untuk
mengumpulkan dan berbagi kesaksian atas kebutuhan
penyebarluasannya guna lebih memudahkan akses ter-
hadap sistem pengadilan.
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PEKKA berhasil melakukan advokasi dengan pengadi-
lan untuk melakukan reformasi, termasuk meningkat-
kan dana sidang keliling, menghapus biaya pengadilan
dan layanan penasehat hukum pada pengadilan (Pos
Bantuan Hukum). Dimulai pada tahun 2011, Pengadilan
Agama menerima dana anggaran yang memungkinkan
pos bantuan hukum didirikan pada pengadilan ter-
tentu untuk memberikan layanan hukum gratis bagi
perempuan dan laki-laki untuk masalah-masalah yang
berkaitan dengan keluarga, seperti kekerasan dalam
rumah tangga, perceraian dan status hukum. Pada ta-
hun 2017, 135 Pengadilan Agama menerima anggaran
untuk menyediakan layanan penasihat hukum gratis
dan lebih dari 185.000 perempuan dan laki-laki telah
dibantu pada tahun tersebut (Sumner dan Zulminarni,
2018).

Satu dari sekian inovasi terkini adalah kesepakatan
antara Mahkamah Agung untuk bekerjasama dengan
Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri
guna menawarkan layanan terintegrasi untuk dokumen
identitas hukum pada tingkat desa, dikenal dengan lay-
anan keliling terpadu (Yandu). Ketiga lembaga tersebut
memberikan lebih dari tiga layanan pada lokasi yang
sama, pengadilan, yang melegalisasi perkawinan secara
agama, Kantor Urusan Agama, yang memberikan buku
nikah dan Kantor Catatan Sipil yang menyediakan akte
kelahiran untuk anak hasil pernikahan. Inisiatif-inisiatif
tersebut memudahkan akses atas hak-hak identitas
menjadi kebijakan nasional melalui Peraturan Ketua
Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 2015 dan
Intruksi dari Direktur Jenderal Pengadilan Agama pada
tahun 2016 (Sumner dan Zulminarni, 2018).

Dengan melatih lebih dari 2.700 paralegal perempuan
untuk mengidentifikasi kasus yang relevan dan menye-
diakan bantuan hukum cuma-cuma untuk anggota ma-
syarakat (laki-laki dan perempuan), PEKKA secara aktif
bekerja bersama dengan sidang keliling di Indonesia
(Sumner dan Zulminarni, 2018). Para anggota masyara-
kat terlatih ini, yang setengahnya masih aktif di tahun
2017, telah membantu lebih dari 125.000 kasus yang
berkaitan dengan isu rumah tangga dan mendukung
lebih dari 65.000 anak-anak untuk menerima akte kela-
hiran- persyaratan formal untuk pendaftaran sekolah,
mengikuti ujian nasional dan masuk ke universitas.'
Namun hal ini belum selesai: untuk perempuan yang in-
gin mencatatkan sebagai kepala keluarga dalam kartu
keluarga masih memerlukan syarat yang membuktikan
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bahwa suaminya telah meninggal atau mereka yang su-
dah bercerai, yang mana terus menjadi halangan bagi
banyak orang. Lebih jauh untuk mengetahui kaitan
antara pemberdayaan hukum dan akuntabilitas sosial,
(lihat Boks 7).

Kaitan antara Pemberdayaan Hukum dan
Akuntabilitas Sosial

Terdapat hal menarik yang muncul dalam kaitan
antara pemberdayaan hukum dan akuntabilitas
sosial (Maru, 2010). Inisiatif akuntabilitas sosial
melibatkan proses yang didorong oleh warga
negara untuk mencari aspek akuntabilitas dari
pemerintah di luar sistem pemilihan formal, peng-
gunaan hak suara dan informasi, sementara strate-
gi pemberdayaan hukum menyediakan informasi
tentang hak-hak hukum dan kesempatan yang
tersedia untuk mencari keadilan atas pelangga-
ran hak, dengan bantuan perantara hukum, sep-
erti paralegal dari masyarakat. Seperti Joshi (2017:
160) sebutkan: “Kedua pendekatan memiliki ban-
yak kesamaan- sebuah strategi meningkatkan dan
memobilisasi kesadaran dan orientasi terhadap
hak-hak yang diberikan negara dan kepedulian
terhadap peningkatan layanan, menciptakan war-
ga negara yang aktif dan melakukan perubahan
yang berkelanjutan pada struktur pemerintahan.’
Disamping sinergi yang potensial, beberapa ini-
siatif secara relatif menjalin kedua pendekatan
secara bersama-sama dalam skala tertentu- dan

PEKKA adalah satu dari mereka.

Keterangan Gambar 9: Dua anggota PEKKA memperlihatkan
dokumen identitas hukum yang mereka peroleh melalui Klinik
Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA di Sulawesi Selatan tahun
2014. Sumber: PEKKA



IX. Komunikasi untuk Pemberdayaan

dan Pendidikan

aringan media PEKKA mengkombinasikan dua tu-

juan untuk memberdayakan perempuan, mengedu-

kasi dan mempengaruhi pejabat pemerintah.
Melalui pendekatan ini, perempuan belajar bagaimana
membuat video mengunakan telepon seluler mereka
tentang isu utama dan menggunakan sosial media
dan stasiun radio komunitas PEKKA untuk menyoroti
kerja-kerja mereka guna memperoleh dukungan dari
para pengambil keputusan.' Membangun gerakan dan
mempengaruhi proses seperti ini juga menambah ke-
percayaan diri perempuan dan jangkauan PEKKA dan
juga memastikan bahwa kerangka komunikasi tersebut
merefleksikan pandangan perempuan. Media komuni-
tas PEKKA juga membantu mengokohkan posisiintegral
mereka terhadap kehidupan sosial dan penghormatan
bagi martabat, kesehatan dan partisipasi perempuan.

Meskipun saluran media komersial bukanlah target
utama di luar jangkauan PEKKA, mereka seringkali re-
sponsif untuk meliput strategi advokasi PEKKA. Mereka
diundang untuk meliput banyak upaya dan kegiatan

@,
|

publik yang diselenggarakan PEKKA dalam hal kepedu-
lian pada kebijakan prioritas, termasuk peluncuran keg-
iatan riset, festival PEKKA, rapat umum koperasi, diskusi
panel dan sesi-sesi pelatihan. Liputan tersebut berkontri-
busi dalam mendukung akuntabilitas ketika PEKKA men-
sponsori acara di mana pejabat publik diminta secara
terbuka dan resmi mendukung inistiatif dan reformasi
yang dilakukan PEKKA. Media asing pada saat tertentu
juga tertarik kepada PEKKA—contohnya, ketika televisi
Jepang dan Al Jazeera menfilmkan kegiatan PEKKA pada
minggu yang sama di bulan Desember 2011.

Kunjungan kepada koperasi pun disambut baik dan di-
publikasikan sebagai bagian dari strategi untuk mem-
peroleh legitimasi dan modal politik untuk program
dan isu-isu advokasi bagi PEKKA. Beberapa orang desa
menyatakan—"Oh, perempuan-perempuan PEKKA itu
menerima tamu”—hal ini membantu untuk mengha-
puskan bias dan eksklusi sosial yang memisahkan dan
merendahkan perempuan miskin, tidak memiliki pasan-
gan, janda dan membawa mereka pada kekuatan dan
legitimasi politk yang lebih besar.

Siaran radio pada komunitas radio PEKKA di Aceh, Indonesia. Sumber: PEKKA
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X. Pembelajaran Strategis untuk Membangun

Gerakan Perempuan

asar pengorganisasian akar rumput PEKKA,

dikombinasikan dengan kerja advokasi kebijakan

berbagai cabang dan berbagai tingkatan, telah
menjadi pusat dari perkembangan perjalanannya yang
dilakukan sejak tahun 2001. Anggota PEKKA mengha-
dapi norma-norma eksklusi sosial, ide-ide konservatif
kegamaan tentang perempuan dan kekuasaan nyata
yang terikat secara strategis, yang secara ekonomi dan
politik mengucilkan dan memarjinalisasi perempuan
kepala keluarga. Bagian ini menyoroti beberapa pembe-
lajaran utama yang diambil dari pengalaman memban-
gun gerakan perempuan yang basisnya lebih luas.

1. Mengatasi sebab budaya dan kelembagaan dari
eksklusi sosial guna membangkitkan kepercayaan
diri dan ruang yang dibutuhkan bagi perempuan
untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengam-
bil tindakan bersama.

a. Seperti halnya kebanyakan kaum marjinal yang
dikucilkan di dalam masyarakatnya, anggota
PEKKA menghadapi berbagai hambatan dari bu-
daya patriarki, agama dan prasangka sosial-bentuk
kekuasaan tak terlihat yang secara dalam merusak
kemampuan mereka untuk mendapatkan suara
publik. PEKKA membantu membebaskan perem-
puan dari pengaruh yang mendalam dari stigma,
melalui pendidikan populer tentang feminisme
yang bekerja untuk mengubah pandangan pub-
lik tentang perempuan kepala keluarga sehingga
mereka memperoleh pengakuan dan keterlibatan
sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, dukungan
dari ALIMAT dan suara dari para sarjana Islam lib-
eral tersebut telah membantu untuk menetralisasi
pengaruh dari kelompok fundamentalis dan kritik
terhadap dukungan PEKKA untuk pemberdayaan
perempuan.

b. PEKKA berkolaborasi dengan lembaga donor dan
para mitra peneliti untuk melakukan proses pene-
litian partisipatif yang mengidentifikasi hambatan
sistem administrasi hukum yang menghalangi
perempuan kepala keluarga untuk memperoleh
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hak-hak lainnya yang lebih luas (seperti kesejahter-
aan sosial, dukungan keluarga, cara kerja hukum
dan interpretasi dari hukum). Hal ini membuahkan
hasil penetapan agenda dan mengembangkan ke-
mampuan dan kepercayaan diri dari anggota seb-
agai pengumpul dan analis data, bersama dengan
para peneliti profesional. Proses penelitian tersebut
menerangkan fokus advokasi berkelanjutan PEKKA
untuk memperoleh hak terhadap identitas dan
kedudukan hukum. Bekerjasama dengan mitra di
dalam dan di luar pemerintah-termasuk para sar-
jana, pemimpin agama, pejabat pemerintah dan
lembaga donor internasional-PEKKA memiliki daya
tarik advokasi dalam konteks yang mana kekuatan
konservatif yang berkuasa dapat saja menghambat
perkembangannya.

2. Memanfaatkan pemberdayaan ekonomi untuk
membangun dasar sosial untuk berpendapat secara
mandiri dan keikutsertaan sebagai warganegara.

a. PEKKA memusatkan kerjanya pada dukungan
pengembangan dari kehidupan ekonomi anggot-
anya dengan berbasis pada koperasi tabungan.
Bagi perempuan yang secara luas diasingkan dari
kegiatan ekonomi formal di dalam komunitasnya,
hal ini menjadi dasar utama untuk menawarkan
baik itu aliran dana maupun komunitas yang didu-
kung kelembagaan. Faktanya, keuntungan ekono-
mi dari koperasi-koperasi bagi anggotanya menarik
perhatian di mana PEKKA secara rutin didekati oleh
perempuan yang bukan merupakan kepala kelu-
arga, menanyakan apakah mereka bisa bergabung.

b. Keanggotaan dalam PEKKA mengembangkan pela-
tihan sistematis dan ruang bagi pengalaman yang
memberikan dua perangkat kemampuan kritis lain-
nya bagi anggota yang mengelola organisasi yang
juga memungkinkan pemberdayaan warganegara:

i. Kolaborasi, negosiasi, resolusi konflik dan pen-
ganggaran, seperti yang dipraktikkan di dalam
koperasi mereka.



ii. Pengalaman dalam kepemimpinan publik
dan proses berwarganegara- mulai dari keter-
libatan dalam pemimpin tingkat desa, mem-
berikan bantuan hukum pada pengadilan
tingkat provinsi, melakukan lobi pada kemen-
terian nasional.

Kapasitas tersebut tidak hanya menumbuhkan ke-
percayaan diri dan kemampuan para anggotanya,
namun juga membuka untuk berpartisipasi dan
pelayanan yang lebih baik bagi perempuan di ruang
publik dan sebagai warga negara.

3. Membangun kekuatan penyeimbang melalui
tindakan strategis yang memperluas pendapat ang-
gota, kemampuan kepemimpinan dan kesempatan
untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kegiatan.

a. Dengan dorongan dari luar, insiatif-inisiatif akunt-
abilitas sosial yang “diproyeksikan” seringkali beru-
paya untuk menyuarakan pendapat dan tindakan
warga negara tanpa membangun kemandirian
dan organisasi yang bertumpu pada anggota.
Sebaliknya, pendekatan PEKKA adalah pengorgan-
isasian dan proses pengembangan komunitas jang-
ka panjang, yang dari awal membangun kemam-
puan, kepercayaan diri, pengetahuan, solidaritas
dan kepemimpinan dari anggotanya dengan tu-
juan mengangkat pendapat dan partisipasi publik
mereka. Pendekatan pendidikan populer tentang
feminisme menciptakan dukungan, tantangan
dan ruang pembelajaran yang menggembirakan
yang melekatkan kebijaksanaan dan kekuatan
yang diperoleh dari berbagai sumber pengeta-
huan dan pengalaman perempuan- pemikiran dan
dan intelektualitas seperti halnya jiwa dan tubuh.
Dalam ruang yang aman tersebut, pemahaman
dan pengembangan kekuatan menjadi sangat
kritis. Perempuan menguji bagaimana kekuatan
tertentu beroperasi untuk membungkam mereka
pada satu sisi dan di sisi lain bagaimana mereka
mengembangkan bentuk kekuatan personal dan
bersama mereka untuk mengubah masyarakat dan
hidup mereka. Pada setiap pertemuan, upaya ber-
sama (seperti penelitian partisipatif) dan pelatihan
memasukkan unsur dari pengambilan keputusan
yang kolaboratif, pengembangan kemampuan
dan tindakan yang mengangkat pendapat mereka
dan kemampuan untuk terlibat. Struktur PEKKA

C.

berjenjang juga membuka peluang perempuan
untuk berkembang dalam kepemimpinan dan
level keterlibatan dan kekuatannya. Transisi PEKKA
untuk menjadi organisasi yang bergantung pada
anggota sepenuhnya menciptakan sebuah konteks
yang mana berbagai macam kapasitas dan kualitas
adalah diperlukan.

Fokus PEKKA pada pengorganisasian akar rum-
put dan penyertaan keterlibatan perempuan
dengan pemerintah pada berbagai tingkatan.
Menghubungkan koperasi tingkat desa ke dalam
jaringan federasi yang beroperasi di tingkat lokal,
provinsi dan nasional telah menciptakan sebuah
organisasi yang memberikan anggotanya sebuah
derajat penghormatan dan perlindungan dalam
konteks yang cukup sederhana. Berbasis pada
rekam jejak yang panjang dari serikat PEKKA tingkat
desa dan advokasi di tingkat kabupaten, saat ini pe-
mimpin terpilih serikat atas nama anggotanya bisa
berbicara dengan pengambil keputusan tingkat
nasional.

Modal dalam pengembangan kepemimpinan
membutuhkan infrastruktur organisasi yang men-
cakup baik itu dukungan staff maupun kapasitas
pelatihan, yang dalam kasus PEKKA mencakup
Akademi Paradigta. Dengan perangkat dan pengal-
aman yang diperoleh anggota dari keterlibatannya
dengan infrastuktur kewarganegaraan ini, mereka
memasuki realitas publik dengan dasar kepercay-
aan diri dan pengetahuan selain dari apa yang mer-
eka miliki ketika menjalankan usaha ekonomi mer-
eka sendiri.

4. Menunjukkan sejumlah bukti kepada masyara-

kat umum guna memajukan strategi advokasi dan
memaksimalkan dampaknya.

Mengingat bahwa salah satu tujuan utama dari
PEKKA adalah mengembangkan strategi keterli-
batan ekonomi, sosial dan politik bagi anggotanya,
dampaknya terjadi di luar target advokasi itu send-
iri. Dengan kata lain adalah, dibutuhkan dampak
terhadap pemikiran dan pemilihan dari pemimpin
di berbagai tingkat, sektor yang berbeda dan per-
hatian yang berbeda. Masing-masing bukti dan
informasi masalahnya berbeda. Data survey yang
dikumpulkan secara hati-hati (dan divalidasi secara
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akademis) mampu mempengaruhi para teknokrat
dan pejabat pengadilan, memiliki cendekiawan
Islam, menyebabkan agenda PEKKA lebih bisa
meyakinkan otoritas lokal dan pejabat pemerintah
setempat. Sementara itu, lembaga donor meng-
inginkan “cerita perubahan” dan bukti dari dampak
kehidupan perempuan; program video dan radio
tentang kegiatan PEKKA membangun dukungan
masyarakat untuk para anggotanya. Pada setiap
kasus, PEKKA secara sadar menyesuaikan informasi
yang dibutuhkan untuk menjangkau sasaran yang
dituju, baik itu untuk melawan bias dan norma
yang ada, maupun menawarkan cara baru untuk
memahami kebutuhan dan kenyataan anggotanya.

5. Membina mitra dan kerjasama dengan mau-
pun pihak di luar pemerintah di berbagai tingka-
tan, untuk memperluas dampak dan menangkis
perlawanan.

a. Mengingat keanggotaan PEKKA adalah untuk mel-
awan status quo yang mengucilkan perempuan,

7 N\

sosial, budaya dan politik. Sumber: PEKKA
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Peresmian pendirian Serikat Pekka di Sumatera Utara Tahun 2013, yang memperkuat gerakan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan,

bahkan ketika melangkah dengan mudah pun,
pendekatan keterlibatan kolaboratif dengan mitra
dan para pendukung adalah penting untuk mem-
berikan legitimasi dan “melindungi’, menghadapi
risiko serangan balik. PEKKA membina hubungan
dengan para mitra di berbagai sektor sepanjang
waktu dan berkelanjutan, dibanding berhubun-
gan dengan para pendukung untuk hanya untuk
setiap inisiatif baru. Bermitra dengan Bank Dunia
dan lembaga donor internasional, telah mem-
bantu memvalidasi model PEKKA dan menarik
sumberdaya. Hubungan jangka panjang dengan
Kementerian Dalam Negeri membuat PEKKA di-
minta untuk menggelar konsultasi tentang imple-
mentasi Undang-Undang Desa. Selain itu, dalam
menghadapi bangkitnya fundamentalisme, berjar-
ingan dengan ulama Islam progresif, ALIMAT, juga
menjadi suara penyeimbang untuk mendukung
pemberdayaan perempuan.




XI. Kesimpulan

EKKA menggunakan bahasa dan perumpamaan

untuk mewujudkan visi dan seluruh tujuannya-

menciptakan sebuah struktur sosial yang mendu-
kung dan kuat, ibarat sebuah permadani yang dianyam
bersama dengan kreatifitas, solidaritas dan kontribusi
perempuan dan para mitranya guna bekerjasama un-
tuk memajukan kepentingan umum dan masa depan
yang sehat di bumi. Perumpamaan dan fokus tersebut
mendorong sebuah interpretasi yang berbasis nilai
yang jernih, interaktif dan menyeluruh dari sejumlah
narasi dari “horizontal” dan “vertikal” yang ditemukan
pada analisis TPA. Ini seperti tenunan multi warna yang
dibuat dari ulas memanjang-perempuan berhimpun
bersama dalam koperasi dan jaringan dalam berbagai
tingkatan dan yang pada akhirnya menggerakkan dan
didorong oleh anggota untuk memperbaiki kehidupan
mereka. Mereka membangun hubungan strategis un-
tuk mempengaruhi dan memastikan responsifitas dan
akuntabilitas dari hubungan vertikal dari pemerintahan
demokratis dan kebijakan publik-bekerja bersama mitra
di pemerintah dan di luar pemerintah untuk mempen-
garuhi keputusan dan mewujudkan akuntabilitas.

Ketika anyaman itu baik, ulas yang berbeda memasti-
kan semangat, memperkaya keragaman dan kehidupan
jangka panjang dalam keseluruhan struktur sosial dan
masyarakat- Struktur, norma, kerjasama, keyakinan dan
sistem kekuasaan yang menghasilkan kebijaksanaan,
kesejahteraan, timbal balik dan keadilan.

Dituntun oleh sebuah tujuan transformasi jangka pan-
jang untuk mewujudkan masyarakat yang lebih egali-
ter, inklusif dan demokratis, PEKKA memahami bahwa
pemerintahan yang akuntabel adalah faktor utama
dalam visi mereka dan perwujudannya bergantung pada
warga negara yang terhimpun dan aktif. Membangun
komitmen kekuataan penyeimbang dan gerakan sosial
untuk mendukung pemerintahan yang baik dan akun-
tabel bergantung pada peranan besar, apakah sebuah
kelompok bergerak merespon isu-isu yang mendesak,
menempa dan memelihara semangat dan hasrat ma-
syarakat untuk sebuah perubahan yang lebih luas.
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Catatan Akhir

1. PEKKA berafiliasi dengan sebuah jaringan internasional dan berbagi pendekatan, Just Associates (JASS). Lihat
di https://justassociates.org/.

2. Lihat di https://namati.org/.

3. Kerja PEKKA didanai oleh hibah berkelanjutan yang sangat fleksibel dan terprediksi dari Japan Social
Development Fund (JSDF) dari tahun 2001-2014, yang diberikan oleh Pemerintah Jepang dan diadministra-
sikan oleh Trust Fund Bank Dunia, dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberikan dukungan pada
dekade pertama kerja PEKKA. Dukungan dan pendanaan dari berbagai program kemitraan Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah Australia seperti Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ), Kemitraan Indonesia
Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), Kemitraan Indonesia-Australia dalam
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), juga sangat penting dalam memungkinkan
PEKKA melakukan kerja-kerjanya.

4. Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perem-
puan yang menikah secara agama dapat menandatangani surat pernyataan bahwa mereka adalah orangtua dari
anak-anaknya dan kartu keluarga membuktikan perkawinan agama tersebut. Namun, banyak pasangan yang
menikah secara agama yang memiliki kartu keluarga tetapi tidak bisa membuktikan bahwa mereka menikah
secara agama, tidak dapat memperoleh akte kelahiran untuk anak-anak mereka dengan mencantumkan nama ayah
dan ibunya. Tidak dicantumkannya nama ayah di dalam akte kelahiran tersebut dapat mengganggu konsekwensi
hukum dan sosial di Indonesia secara signifikan.

5. Bagi PEKKA, pesertanya adalah seluruh perempuan yang pernah didampingi dan bertahan aktif di dalam ke-
lompok, walaupun bukan anggota formal dari organisasi akar rumput. PEKKA memberikan peningkatan kapasitas
dan bantuan teknis kemudian kelompok tersebut membentuk serikat. Anggota yang baru kebanyakan tidak siap
menjadi anggota serikat. Beberapa di antaranya mengalami trauma akibat pengalaman mereka dengan organisasi
yang lain.

6. Hubungan PEKKA dengan JASS, Institute of Development Studies, The Coady Institute dan yang lainnya memung-
kinkan untuk mendalami dan mengadaptasi konsep analisis kekuasaan untuk kerja kepemimpinan dan pengorgan-
isasian mereka.

7. Analisis menyeluruh dari riset arus utama tentang inisiatif akuntabilitas sosial menemukan bahwa banyak inter-
vensi dari luar yang membatasi untuk memberikan informasi pada tingkat lokal dan tidak mendukung pengorgan-
isasian akar rumput. Kebanyakan dari upaya “taktis”ini mengarah pada tidak banyak atau tidak berkembangnya kin-
erja pada sektor publik. Sebaliknya, inisiatif berjenjang, segala arah dan strategis- seperti pendekatan PEKKA- lebih
menjanjikan secara signifikan (Fox, 2015). Lihat juga Halloran dan Flores (2015) tentang pendekatan gerakan untuk
akuntabilitas dan Aceron dan Isaac (2016) dan Zulminarni dan Miller (2015) tentang kampanye advokasi di berbagai
tingkatan.

8. Lebih jauh tentang ALIMAT, lihay http://alimatindonesia.blogspot.com/.
9. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dibuat pada tahun 1984 melalui Keputusan Kementerian

Dalam Negeri telah melibatkan sejumlah program kesehatan ibu dan anak. Kebanyakan anggota PKK adalah perem-
puan menikah dan struktur kepemimpinannya ditentukan oleh posisi suaminya dalam pemerintah desa.
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10. Didukung oleh PEKKA dan JASS, perempuan muda telah membentuk kelompok mereka sendiri, FAMM
Indonesia, yang mengorganisasi aktivis perempuan muda melalui pendidikan feminis populer, dengan tujuan
keberlanjutan dari gerakan perempuan akar rumput berbasis kesetaraan gender dan independen.

11. SMERU Research Institute adalah lembaga riset dan studi kebijakan publik independen, didirikan pada
tahun 2001. SMERU adalah lembaga riset terkemuka bidang ketidaksetaraan dan kemiskinan di Indonesia, dengan
melakukan metode studi gabungan kualitatif dan kuantitatif. Lihat http://www.smeru.or.id/.

12. Data Terpadu BPS diperbarui untuk kedua kalinya pada tahun 2015 (PPLS) menggunakan survey menyeluruh
yang dilakukan melalui proses sensus. Para peneliti BPS mengunjungi dan mengumpulkan data dari 25,7 juta rumah
tangga (yang lama sudah tercantum di database dan mengidentifikasi yang baru). Basis Data Terpadu Indonesia
(BDT, dikenal dengan Unified Database, UDB) dapat diklasifikasikan sebagai registrasi sosial yang menggabung-
kan informasi penargetan kemiskinan pada program bantuan sosial di seluruh negeri. Sumber: https://dfat.gov.au/
about-us/publications/Documents/integrating-data-information-management-social-protection-a1-indonesia.pdf.

13. Lihat Sumner dengan Zulminarni (2018) dan http://www.worldcongress.co/our-partners/pekka/.
14. Untuk beberapa video PEKKA sebelumnya, lihat: http://www.pekka.or.id/index.php/en/component/allvid-

eoshare/video/latest/strugling-with-shadows-weaving-a-future.html and http://www.pekka.or.id/index.php/en/
component/allvideoshare/video/latest/surviving-amidst-the-storm-bertahan-di-tengah-badai.html.
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LAMPIRAN 1: Memahami Dinamika Kekuasaan Sehingga
Kita Bisa Melawan dan Mengubahnya

PEKKA menggambarkan tentang kerangka kerja analisis kekuasaan yang digunakan secara luas dan yang juga
dikembangkan dan diadaptasi oleh JASS bersama dengan Intitute of Development Studies (IDS) (Veneklasen dan
Miller 2002; IDS, 2009).

Strategi pendidikan dan pengorganisasian PEKKA berfokus pada pengembangan bentuk kekuasaan transformatif
yang membebaskan dan meningkatkan taraf hidup- dan ketika dimanfaatkan secara bersama akan menjadi kekuatan
bagiperubahan sosial. Menggambarkan tentang praktik dan berpikir feminis, PEKKA telah membuat pengembangan
kekuatan personal- kepercayaan diri, menghargai diri sendiri atau kekuatan dari dalam- sebuah bagian proses yang
tidak terpisahkan yang secara terus menerus mendukung perempuan dalam membangun kekuatan dengan yang
lain: itulah kekuatan bersama mereka. Bentuk kekuatan ini bertemu dan saling memperkuat antara satu dengan
yang lain, sehingga perempuan menemukan kekuatan untuk bertindak dan mengubah kehidupan mereka menuju
kenyataan yang berbeda- dari yang lebih personal dan pribadi menuju yang lebih umum dan formal.

Dasar kekuatan bersama dan personal inimemungkinkan perempuan untuk melakukan perubahan pada masyarakat
dan komunitas mereka yang menantang dan terkadang sangat berisiko. Namun, bahkan dengan fondasi yang
kuat pun, perempuan seringkali menghadapi bentuk kekuatan yang tetap membuat mereka tersubordinasi dan
diam, yang pada saat yang sama melindungi kepentingan elit dan pejabat berwenang. Dalam analisis feminis, jenis
kekuataan ini sering disebut dengan “berkuasa”- kekuatan dari yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. la hadir
dalam berbagai bentuk: kekuatan dari kekerasan dan ketakutan, manipulasi dan demonisasi, memaksakan norma
dan ideologi, hak-hak istimewa, pengaruh uang dalam politik dan pengambilan kebijakan. Seluruh sarana dan
dinamikanya dieksploitasi oleh kepentingan kekuasaan, termasuk kekuatan anti demokrasi, mengontrol kebijakan
dan sumberdaya dan mempertahankan status quo.

Dalam memetakan cara yang “berkuasa” mengurangi suara perempuan dan membatasi keterlibatan publik
mereka, PEKKA telah mengembangkan kerangka kerja (Lampiran 2) yang membantu untuk memahami dinamika
interaktifnya: kekuatan yang menghasilkan dan memperkuat marjinalisasi dan subordinasi perempuan.

Kekuatan formal dan terlihat: merujuk pada proses dan struktur formal dari pemerintahan dan pengambilan
keputusan-termasuk pengadilan, hukum, kebijakan, anggaran dan peraturan. Cara bagaimana kebijakan dan hukum
formal pemerintah telah gagal untuk mengakui dan memberikan layanan kepada perempuan kepala keluarga
sebagai contohnya. Yang lainnya adalah kurangnya hak atau penegakan hak perempuan dalam sistem pengadilan.

Kekuatan bayangan: Merujuk pada sejumlah kelompok kepentingan non-negara yang kuat seperti korporasi,
entitas keagamaan atau kartel obat-obatan terlarang yang beroperasi di belakang layar untuk mempengaruhi dan
mengontrol agenda publik. Mereka menggunakan berbagai taktik termasuk penyuapan dan bentuk korupsi lainnya,
memanipulasi dan mengontrol media dan mengancam dan melakukan kekerasan. Sebagai contoh, pemimpin
agama, pemimpin lokal dan rentenir yang berusaha untuk mengganggu PEKKA untuk mencegah anggotanya
membangun pengaruh politik atau melangsungkan akuntabilitas pemerintah.

Kekuatan tak terlihat: Merujuk pada sistem keyakinan, ideologi dan norma yang membentuk pandangan
masyarakat terhadap dunia dan tempat tinggal mereka. Didukung dan diperkuat oleh kelompok kepentingan
yang kuat, ide ini menginternalisasi dan terkadang terlihat alami, tidak untuk dipertanyakan- sebagai contoh
keyakinan tentang partiarki dan fundalimentalisme yang mengesahkan keistimewaan dan kekuatan dari laki-laki
dan merendahkan perempuan: keyakinan yang sama yang melegitimasi eksklusi sosial terhadap para janda.
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LAMPIRAN 2: Kerangka Kerja PEKKA

KERANGKA KERJA PEKKA

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN
YR HUKUM YANG RELEVAN NILAI SOSIAL BUDAYA PEMERINTAH

ST?%?\?EPGA:; Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Marjinal Lainnya Mewujudkan Kehidupan yang Sejahtera dan Bermartabat
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Sumber: PEKKA
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